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ABSTRACT 
 
 
This research aims to determine the effect of Corporate Social 
Responsibility’s disclosure (CSR), size, leverage, return on assets (ROA) and 
family ownership on tax aggressiveness of manufacturing companies listed in 
Indonesian Stock Exchange period 2013-2015. 
Type of this research is quantitative study with secondary data. Population 
of this research is all manufacturing companies that listed in Indonesian Stock 
Exchange (BEI) period 2013-2015. Samples selected by using purposive sampling 
method it is obtained 27 companies with 81 observations. This research analyzed 
by using multiple linear regression analysis and processed by using SPSS 20. 
The results of this research shows that Return On Asset (ROA) and family 
ownership variable have significant effect on tax aggressiveness, but Corporate 
Social Responsibility’s disclosure (CSR), size and leverage variable didn’t have 
significant to tax aggressiveness. And Corporate Social Responsibility’s (CSR), 
size, leverage, return on assets (ROA) and family ownership simultaneously the 
tax aggressiveness of manufacturing companies listed in Indonesian Stock 
Exchange period 2013-2015. 
 
Keywords: Corporate social responsibility, size, leverage, ROA, and tax 
aggressiveness 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran perusahaan (size), leverage, 
Return On Asset (ROA) dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Sampel dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling dan didapat 27 perusahaan dengan 81 
pengamatan. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis regresi 
linier berganda dan diolah dengan menggunakan SPSS 20. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Return On Asset (ROA) 
dan kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, 
sedangkan variabel pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran 
perusahaan (size) dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 
pajak. Dan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran 
perusahaan (size), leverage, Return On Asset (ROA) dan kepemilikan keluarga 
bersama-sama mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 
 
Kata kunci : Corporate social responsibility, size, leverage, ROA, agresivitas   
pajak 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang Masalah 
Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah 
satunya berasal dari sektor pajak. Menurut Soemitro (2007) dalam Mardiasmo 
(2009: 1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. 
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada 
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
(Fitriandi, et al, 2011: 4) 
Perusahaan termasuk dalam salah satu kriteria badan, dimana menjadi 
salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak (Fitriandi, et al, 2011: 4). 
Badan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 adalah sekumpulan orang dan/atau 
modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
Penetapan tarif pajak penghasilan bagi badan dalam negeri dan bentuk 
usaha tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak 
badan mulai tahun 2010 yang diatur dalam UU No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a 
adalah sebesar 25% dari laba bersih kena pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan 
Tidak Kena Pajak (PTKP). 
Dalam periode 2013-2015 penerimaan negara dari sektor perpajakan 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam periode ini pemerintah 
berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan dari Rp 1.077,3 triliun pada tahun 
2013 menjadi Rp 1.489,3 triliun pada tahun 2015, seperti terlihat dalam grafik I 
(Kementerian Keuangan, 2015). 
Gambar 1.1 
 Grafik Penerimaan APBN yang Bersumber dari Pajak 
Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2015 
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Data Badan Pusat Statistik (2015) menyebutkan bahwa komposisi 
penerimaan dalam negeri pada tahun 2013 sebesar 75,2% berasal dari pajak 
sedangkan 24,8% berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pada 
tahun 2015 komposisi penerimaan dalam negeri berasal dari pajak sebesar 84,7% 
sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 15,3%. 
Dilihat dari persentase pajak dalam penerimaan dalam negeri, dapat 
disimpulkan bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara. Oleh 
karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan di bidang pendapatan negara 
khususnya perpajakan yang menjadi kontributor utama bagi penerimaan dalam 
negeri. 
Perusahaan sebagai wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk 
membayar pajak bagi negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. 
Pajak bagi perusahaan sendiri dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam 
laporan laba-rugi di laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai 
laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, 
begitu pun sebaliknya (Purwanggono, 2013: 3). 
Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib 
pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil 
mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan 
ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari 
penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak 
cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun 
illegal (Suandy, 2011: 1-2). 
Berbagai upaya manajemen perusahaan yang dirancang khusus untuk 
meminimalkan beban pajak secara agresif merupakan fenomena yang umum di 
seluruh negara. Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang 
dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang 
seharusnya dibayar oleh perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012: 87). 
Menurut Frank et al (2009) dalam Suyanto dan Supramono (2012: 167), 
agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena 
pajak yang dilakukan perusahaan baik dengan cara yang legal (tax avoidance) 
maupun dengan cara ilegal (tax evasion). Sedangkan menurut Yoehana (2013: 5) 
agresivitas pajak merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban 
pajak melalui aktivitas tax planning dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai 
perusahaan. 
Effective Tax Rates (ETR) merupakan salah satu proksi yang digunakan 
untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan. ETR pada dasarnya adalah sebuah 
besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 
2014 dalam Muzakki, 2015: 22). 
Pada awal tahun 2013 Indonesia dikejutkan dengan putusan yang 
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang telah memberikan vonis kepada 14 
perusahaan Asian Agri Group (AAG), hal ini diakibatkan terungkapnya 
penggelapan pajak yang dilakukan oleh Grup Asian Agri pada tahun 2006. 
Penggelapan yang dilakukan oleh Asian Agri Group adalah dengan 
melakukan transfer pricing. Dengan cara menjual produk minyak sawit mentah 
(Crude Palm Oil) PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di 
bawah harga pasar, dan kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga 
tinggi, maka beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rekanan PT 
AAG sebagian besar adalah perusahaan fiktif. Diduga penggelapan pajak yang 
dilakukan AAG diperkirakan telah merugikan negara sejumlah Rp 1,3 triliun. 
Bukan hanya itu saja, kepala kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak 
Sumatra Utara (Kakanwill Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan 
mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak (Tax Avoidance) yang ditemukan 
pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar. Dirjen pajak 
menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang property dalam 
melakukan penghindaran pajak (Tax Avoidance). 
Ditahun 2013 juga terjadi penghindaran pajak (Tax Avoidance) yang 
dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Kasus 
TMMIN ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil 
(manufacturing) bendera TMMIN, sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di 
bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke 
TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual 
ke konsumen. Karena pemisahan ini, menyebabkan penurunan gross margin 
sebesar 7% yang seharusnya jika digabungkan akan mendapatkan gross margin 
sebesar 14%. Hal ini membuat Dirjen Pajak mempertanyakan kemana larinya 7% 
dari gross margin ini. 
Perusahaan yang melakukan berbagai upaya yang termasuk dalam 
kategori agresivitas pajak dapat menyebabkan citra negatif di mata masyarakat 
(Ratmono dan Sagala, 2015: 17). Menurut Freedman, et al (2003) dalam Ratmono 
dan Sagala (2015: 17) tindakan perusahaan dalam hal meminimalkan pembayaran 
pajak tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena pembayaran pajak 
perusahaan memiliki impikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan 
barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan 
hukum. 
Menurut Lanis dan Richardson (2012: 87) pandangan masyarakat 
mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah 
membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak 
sah. Dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 pasal 74 mengenai tanggung 
jawab sosial dan lingkungan, tertulis bahwa “Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Sebutan lain bagi 
tanggung jawab sosial perusahaan adalah corporate social responsibility (Suharto, 
2010: 12). 
Perusahaan yang melakukan pengungkapan corporate social 
responsibility  tentunya memberikan dampak yang positif bagi perusahaannya, 
karena dianggap telah berkontribusi kepada sosial dan lingkungan, serta 
memberikan anggapan bahwa perusahaan tersebut tidak hanya menggunakan 
sumber daya saja. Pengungkapan corporate social responsibility adalah proses 
pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi 
perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada 
masyarakat secara keseluruhan (Rosmasita, 2007 dalam Jessica dan Toly, 2014: 
3). 
Lanis dan Richardson (2012: 87) berargumen bahwa corporate social 
responsibility dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan 
kelangsungan hidup perusahaan karena pada hakekatnya aktivitas perusahaan 
tidak terlepas dari kontrak sosial dengan masyarakat. 
Watson (2012) dalam Purwanggono (2015: 6) menjelaskan bahwa 
perusahaan dengan tingkat corporate social responsibility yang rendah merupakan 
perusahaan yang tidak bertanggungjawab secara sosial sehingga akan melakukan 
tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang 
sadar sosial atau memiliki tingkat corporate social responsibility yang lebih 
tinggi. 
Menurut Dharma dan Ardiana (2016: 590), pengaruh perusahaan dalam 
membayar pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin besar aset 
yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya 
aset juga memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang 
dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh 
perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran 
pajak perusahaan. 
Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak 
dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda 
dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya 
yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (Dharma dan 
Ardiana, 2016: 590). 
Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) dalam Muzakki (2015: 22) size 
atau ukuran perusahaan diartikan sebagai sebuah skala dimana perusahaan dapat 
dikategorikan besar dan kecil dengan berbagai cara, salah satunya adalah dilihat 
dari besar kecilnya aset yang dimiliki. Size atau ukuran perusahaan dapat 
mempengaruhi Effective Tax Rates (ETR) sebuah perusahaaan. 
Semakin besar perusahaan maka akan semakin rumit dan kompleks 
transaksi yang ada didalam perusahaan. Sehingga perusahaan dapat 
memanfaatkan banyak celah yang ada untuk meminimalkan ETR mereka. ETR 
merupakan salah satu proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak 
perusahaan. ETR pada dasarnya adalah sebuah besaran tarif pajak yang 
ditanggung oleh perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014 dalam Muzakki, 
2015: 22). 
Lanis dan Richardson (2012: 95) mengatakan bahwa perusahaan yang 
lebih besar memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar dibanding 
dengan perusahaan yang lebih kecil. Karena perusahaan besar memiliki kekuatan 
ekonomi dan politik yang lebih besar yang memungkinkan untuk mengurangi 
beban pajak mereka. 
Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan 
adalah leverage. Leverage atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa 
besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Leverage menunjukkan 
penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2008). 
Perusahaan mengunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang 
harus dibayar. Semakin tinggi leverage maka semakin tinggi pula resiko 
perusahaan, karena perusahaan harus membayar bunga hutang yang tinggi 
menggunakan hasil usahanya, sehingga mempengaruhi laba bersih perusahaan. 
Terdapat hubungan positif antara ETR dengan leverage karena perusahaan 
menggunakan beban bunga perusahaan untuk menggurangi laba bersih 
perusahaan, sehingga beban bunga juga mengurangi penghasilan kena pajak 
perusahaan (Hadi dan Mangoting, 2014: 6). 
Keadaan diatas sesuai dengan penelitian Richardson dan Lanis (2012) 
yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, 
sehingga semakin tinggi tingkat leverage akan menyebabkan Effective Tax Rate 
(ETR) menjadi lebih kecil. 
Riyanto (2001) dalam Octaviana (2014) mendefinisikan Leverage 
sebagai rasio yang timbul apabila dalam kegiatan opersionalnya perusahaan 
menggunakan dana pinjaman atau menggunakan dana yang memiliki beban 
bunga. Gupta dan Newberry (1997) dalam Jessica dan Toly (2014: 6) menyatakan 
bahwa keputusan pembiayaan perusahaan dapat berdampak pada ETR karena 
ketetapan pajak biasanya memungkinkan perlakuan pajak yang berbeda untuk 
keputusan struktur modal perusahaan. 
Dalam Hanafi dan Halim (2007) disebutkan bahwa ROA 
memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba terlepas dari 
pendanaan yang dipakai. Dengan kata lain ROA termasuk dalam proksi 
profitabilitas. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
laba dari aktiva yang digunakan perusahaan dalam suatu periode. 
Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan 
sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai 
ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang 
diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai 
dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan cenderungan untuk 
melakukan tax avoidance (Dewinta dan Setiawan, 2016: 1590). 
Menurut Chent et al (2010) profitabilitas perusahaan keluarga dan 
perusahaan non-keluarga berbeda. Profitabilitas perusahaan keluarga lebih tinggi 
dibandingkan perusahaan non-keluarga. Perusahaan yang memiliki tingkat 
profitabilitas tinggi mampu menjalankan bisnis perusahaannya dengan berbagai 
metode dalam rangka menghindari pajak, dan adanya indikasi adanya laba-laba 
dari perusahaan merupakan hasil dari aggressive tax avoidance memiliki 
kecenderungan untuk di terima (Sari dan Martani, 2010). 
Perusahaan dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh mayoritas 
baik perorangan melalui perusahaan non publik maupun keluarga juga 
berperngaruh pada tindakan agresivitas pajak yang dilakukan suatu perusahaan. 
Menurut Chen et al dalam Utami dan Setyawan (2015: 413) adanya keluarga 
pemilik dalam struktur kepemilikan perusahaan menghadirkan latar belakang 
yang unik dalam penelitian mengingat masalah keagenan yang diakibatkan 
olehnya. Kepemilikan keluarga akan menyebabkan konflik keagenan yang lebih 
besar pada hubungan antara pemilik mayoritas dengan pemilik minoritas serta 
masalah keagenan yang lebih kecil pada hubungan antara pemilik dengan 
manajer. Besar kecilnya konflik keagenan ini dapat mempengaruhi tingkat 
agresivitas pajak perusahaan. 
Hak pemegang saham tunggal diatas 50% membuat pemegang saham ini 
secara efektif mengendalikan manajemen perusahaan. Pemegang saham mayoritas 
mempunyai hak suara untuk mempengaruhi manajer agar bertindak selaras 
dengan kepentingan pemegang saham, karena jika tidak pemegang saham 
pengendali dapat mengganti manajer bila manajer tersebut tidak mengikuti 
kehendaknya (Hadi dan Mangoting, 2014:4). 
Masalah keagenan dalam perusahaan tidak selalu sama tingkatannya. 
Menurut Sari dan Martani (2010: 3) perbandingan tingkat keagresifan pajak 
perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari seberapa 
besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan pajak agresif tersebut 
terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga pendiri (family owners), 
atau efek yang diterima manajer dalam perusahaan non-keluarga. 
Hasil penelitian Chen et al (2010) menunjukkan bahwa ternyata tingkat 
keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-
keluarga. Hal ini terjadi karena diduga family owners lebih rela membayar pajak 
lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan 
rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. 
Menurut Chen et al (2010) dalam Purwanggono (2015: 3), perusahaan 
non-mayoritas mempunyai presentase lebih tinggi dalam melakukan tindakan 
agresivitas pajak dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan mayoritas 
baik dari perusahaan non publik dan keluarga, hal ini terjadi karena pada 
perusahaan non-mayoritas akan lebih banyak timbul masalah keagenan. 
Pemisahan antara kepemilikan dan manajemen akan menimbulkan kesempatan 
bagi manajer untuk bersikap oportunitis dengan mementingkan kepentingan 
individu sehingga menimbulkan permasalahan dan tindakan agresivitas pajak 
(Sari dan Martani, 2010: 4). 
Beberapa peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran perusahaan (size), 
leverage, Return On Assets (ROA) dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas 
pajak. Jessica dan Toly (2014), melakukan penelitian pada 56 perusaahaaan di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2013, menunjukkan bahwa pengungkapan 
Corporate Social Responsibility, ukuran perusahaan dan return on asset tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan leverage 
berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. 
Hadi dan Mangoting (2014), melakukan penelitian dengan sampel  62 
perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa SIZE berpengaruh terhadap agresivitas pajak, 
sedangkan LEV dan ROA tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
Wijayanti, et al (2016), melakukan penelitian dengan sampel 21 
perusahaan perbankan tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
leverage, dan Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. 
Dewinta dan Setiawan (2016), melakukan penelitian pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax 
avoidance, sedangkan  leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan 
pajak agresif juga sudah dilakukan salah satunya penelitian Utami dan Setyawan 
(2015). Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak 
berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 
Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Hidayanti (2013). Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian 
yang dikaji oleh Chen et al (2010) yang menunjukkan bahwa tingkat agresivitas 
pajak perusahaan keluarga (family firm) lebih kecil daripada perusahaan non-
keluarga (non-family firms) serta penelitian Sari dan Martani (2010) yang 
menunjukkan bahwa perusahaan keluarga berpotensi melakukan pajak agresif 
lebih tinggi dibanding perusahaan non-keluarga. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Jessica dan Toly (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 
yaitu peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu kepemilikan keluarga. 
Periode yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah 2012-2013, 
sedangkan dalam penelitian ini 2013-2015. 
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR), Ukuran Perusahaan (Size), Leverage, Return On Assets 
(ROA) dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-
2015)”. 
 
1.2.Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapan diatas, maka masalah 
yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: 
1. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Sebaliknya bagi 
perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Hal 
inilah yang menyebabkan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak 
bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan 
dari sektor pajak, sehingga banyak perusahaan yang berusaha meminimalisasi 
beban pajak baik secara legal maupun ilegal. 
2. Kepemilikan keluarga akan menyebabkan konflik keagenan yang lebih besar 
pada hubungan antara pemilik mayoritas dengan pemilik minoritas serta 
masalah keagenan yang lebih kecil pada hubungan antara pemilik dengan 
manajer. Besar kecilnya konflik keagenan ini dapat mempengaruhi tingkat 
agresivitas pajak perusahaan. 
 
1.3.Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2015. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas perusahaan dalam penelitian ini 
adalah Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran 
perusahaan (size), leverage, Return On Assets (ROA) dan kepemilikan 
keluarga. 
3. Penulis hanya menggunakan proksi ETR (Effective Tax Rate) untuk 
mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkaan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di 
atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dituangkan dalam pertanyaan 
sebagai berikut : 
1. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 
terhadap agresivitas pajak? 
2. Apakah ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 
4. Apakah Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 
5. Apakah kepemilikan keluarga  berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR) terhadap agresivitas pajak. 
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan (size) terhadap agresivitas 
pajak. 
3. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. 
4. Untuk menganalisis pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap agresivitas 
pajak. 
5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas 
pajak. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi 
bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait 
penelitian tentang agresivitas pajak. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan 
sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak 
agar tidak tergolong dalam agresivitas pajak karena memiliki dampak yang 
sangat luas, tidak hanya kinerja perusahaan tetapi kepercayaan masyarakat. 
b. Bagi investor, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk 
mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat 
mempengaruhi sustainability dan image perusahaan tersebut. 
c. Bagi pihak regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan 
masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan 
agresivitas pajak mengingat masih tingginya kegiatan agresivitas pajak di 
Indonesia. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Jadwal penelitian terlampir. 
 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Dalam penyajian dan pembahasan hasil penelitian ini akan disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Sehingga akan diketahui fenomena 
apa yang terjadi dan permasalahan apa yang timbul yang membuat penelitian ini 
perlu untuk dilakukan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka 
berfikir, dan hipotesis yang dibangun oleh peneliti. Teori-teori yang dijelaskan 
adalah teori yang mendasari penelitian dan teori yang berkaitan dengan 
pembahasan dalam skripsi ini yang akan digunakan sebagai pedoman dalam 
menganalisis permasalahan yang ada. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, 
populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data, sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, hingga teknik 
analisis data. Sehingga dengan demikian, metode penelitian akan dapat diketahui 
dan dijalankan dengan baik. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil 
analisis data serta pembahasan hasil analisis data. Dengan demikian, bab ini akan 
menjadi pembuktian dari hipotesis yang dibangun oleh peneliti. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian dan saran-saran 
untuk pihak perusahaan yang bersangkutan maupun pihak lain yang 
berkepentingan dengan penelitian ini. 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
1.1. Kajian Teori 
1.1.1. Teori Legitimasi 
Menurut Ratmono dan Sagala (2015: 11), teori legitimasi didasarkan 
pada adanya fenomena kontrak sosial antara sebuah organisasi dengan 
masyarakat, dimana diperlukan sebuah tujuan organisasi tersebut seharusnya 
kongruen dengan nilai-nilai yang ada didalam sebuah masyarakat. Menurut teori 
ini, tindakan organisasi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat 
diterima oleh masyarakat. 
Sedangkan menurut Gray, et al (1996) dalam Octaviana (2014: 12), teori 
legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada 
keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah, individu, dan kelompok 
masyarakat. O’Donovan (2002) dalam Hadi (2011: 87) menyatakan bahwa 
legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat 
kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari 
masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya 
potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern). 
Dowling dan Preffer (1975) dalam Hadi (2011: 91) menyatakan bahwa 
aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial 
lingkungannya. Lebih lanjut dinyatakan bahwa terdapat dua dimensi agar 
perusahaan memperoleh dukungan legistimasi, yaitu: (1) aktivitas organisasi 
perusahaan harus sesuai (congruence) dengan sistem nilai di masyarakat; (2) 
pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial. 
Ghozali dan Chariri (2007: 412) menjelaskan bahwa teori legitimasi 
sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, karena teori legitimasi 
adalah hal yang paling penting bagi organisasi. Batasan-batasan yang ditekankan 
oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksi terhadap batasan tersebut 
mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan 
lingkungan. 
Aktivitas CSR dilakukan perusahaan untuk menunjukkan sistem nilai 
perusahaan telah selaras dengan sistem sosial dimana perusahaan tersebut 
beroperasi. Berdasarkan teori ini dapat diajukan argumen bahwa pengungkapan 
CSR dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana 
perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal 
yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori 
legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor 
tetapi juga memperhatikan hak publik (Deegan dan Brown, 1996 dalam Ratmono 
dan Sagala, 2015: 19). 
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan CSR 
yang dilakukan perusahaan dan diungkapkan dalam laporan tahunannya dapat 
dipandang sebagai suatu usaha untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat 
terhadap perusahaan. Dengan adanya kegiatan CSR, perusahaaan dapat 
memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat 
menerima baik keberadaan perusahaan di lingkungannya. 
Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah melalui 
pemerintah. Perusahaan bisa bertanggungjawab sosial kepada masyarakat melalui 
pemerintah dengan cara membayar beban pajak sesuai dengan ketentuan, dan juga 
tidak melakukan penghindaran pajak. Karena dana pajak akan digunakan oleh 
pemerintah untuk melaksanakan tugas Negara di berbagai sektor kehidupan untuk 
mencapai kesejahteraan umum (Yoehana, 2013). 
Agresivitas pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak 
bertanggung jawab sosial oleh perusahaan. Oleh karena itu agresivitas pajak tidak 
sesuai dengan prinsip CSR yang dilakukan perusahaan dalam upaya untuk 
mendapatkan legitimasi dari masyarakat. 
 
1.1.2. Teori Stakeholder 
Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 
hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu 
memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, 
supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, 
keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan 
oleh stakeholder perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007: 409). 
Perusahaan akan berupaya memuaskan stakeholder yang memiliki andil 
mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, salah satunya 
yaitu investor yang memiliki power berupa kemampuan untuk membatasi 
pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal) (Deegan, 2000 dalam Ghozali 
dan Chariri, 2007: 410). 
Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung 
jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan 
semua pihak yang terkena dampak tindakan mereka. Manajemen seharusnya tidak 
hanya mempertimbangkan pemegang saham dalam proses pengambilan 
keputusan, tetapi juga siapa saja yang dipengaruhi oleh keputusan bisnis (Branco 
dan Rodrigues, 2007 dalam Yoehana, 2013: 16). 
Gray, et al (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007: 411) mengatakan 
bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder 
dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk 
mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder maka semakin besar 
usaha perusahaan untuk beradaptasi. 
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa menurut teori 
stakeholder perusahaan harus bertanggung jawab terhadap semua pihak yang 
terkena dampak dari kegiatannya. CSR merupakan salah satu bentuk tanggung 
jawab sosial perusahaan kepada semua stakeholdernya. 
Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah satu stakeholder 
perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan kepentingan 
pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti semua peraturan yang 
dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan tindakan 
pajak agresif karena dianggap tidak bertanggung jawab sosial. 
 
1.1.3. Agresivitas Pajak 
Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang 
dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang 
seharusnya dibayar oleh perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012: 87). Hlaing 
(2012) dalam Jessica dan Toly (2014: 5) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai 
kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha 
mengurangi tingkat pajak yang efektif. 
Menurut Frank et al (2009) dalam Suyanto dan Supramono (2012: 167), 
agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena 
pajak yang dilakukan perusahaan baik dengan cara yang legal (tax avoidance) 
maupun dengan cara ilegal (tax evasion). Sedangkan menurut Yoehana (2013: 5) 
agresivitas pajak merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban 
pajak melalui aktivitas tax planning dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai 
perusahaan. 
Perencanaan pajak menurut Suandy (2014: 21) adalah sebagai berikut: 
1. Penghindaran pajak (tax avoidance), merupakan suatu usaha pengurangan 
secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan 
di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-
pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur 
dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang 
berlaku. 
2. Penggelapan pajak (tax evasion), merupakan pengurangan pajak yang 
dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data 
palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak 
dapat dikenakan sanksi pidana. 
Zuber (2013) dalam Jessica dan Toly (2014: 2) menyatakan di antara 
penghindaran dan penggelapan pajak, terdapat grey area yang potensial untuk 
agresivitas. Grey area ini ada karena ada tax shelter (usaha untuk meminimalkan 
pajak yang harus dibayar atas penghasilan saat ini) diluar semua transaksi pajak 
baik yang diijinkan menurut hukum perpajakan maupun tidak. Tidak ada garis 
yang jelas di antara penghindaran dan penggelapan pajak karena tidak ada 
penjelasan yang cukup untuk semua transaksi. Disamping itu, transaksi agresif 
dan pembuatan keputusan dapat berpotensi sebagai penghindaran pajak maupun 
penggelapan pajak. 
Keadaan-keadaan tersebut menyebabkan munculnya perbedaan persepsi 
antara satu pihak dengan pihak lain. Kondisi ini menjadi peluang wajib pajak 
untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan kelemahan hukum 
sebagai argument pembenaran atas penggelapan pajak (Hadi dan Mangoting, 
2014: 3). 
Menurut Hidayanti (2013: 14) terdapat keuntungan dan kerugian dari 
tindakan agresivitas pajak. Keuntungan dari melakukan agresivitas pajak, yaitu: 
1. Penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, 
sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik atau pemegang saham dalam 
perusahaan menjadi lebih besar. 
2. Secara langsung maupun tidak langsung manajer mendapatkan kompensasi 
atau bonus dari pemilik/pemegang saham atas tindakan agresivitas pajak yang 
dilakukan. 
Sedangkan kerugian dari tindakan agresivitas pajak diantaranya adalah: 
1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak. 
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak, yang 
menyebabkan turunnya harga saham perusahaan. 
Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa agresivitas 
pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk 
meminimalkan beban pajak yang akan dibayar dengan cara yang legal, ilegal, 
maupun keduanya. 
Salah satu cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas 
pajak yaitu dengan menggunakan proksi Effective Tax Rates (ETR). Effective Tax 
Rates (ETR) pada dasarnya adalah sebuah besaran tarif pajak yang ditanggung 
oleh perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa ETR 
merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. 
Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat 
agresivitas pajak. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih 
kecil nominalnya dibandingkan penghasilan sebelum pajak. 
 
2.1.3.1 Perpajakan di Indonesia 
Menurut Soemitro (2007) dalam Mardiasmo (2009: 1) pajak merupakan 
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 
kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu 
negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi 
masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan 
diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2010: 6) yaitu: 
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 
Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan 
bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
2. Fungsi Regulerend (Mengatur) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. 
Sebagai penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia, sudah 
sewajarnya jika pemerintah mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan 
secara ketat demi memaksimalkan penerimaan dari pajak. Keseriusan pemerintah 
dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang telah dilakukan untuk menyesuaikan 
peraturan dengan perkembangan jaman. Perubahan dilakukan pada Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan menjadi UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 16 Tahun 2000, UU 
Nomor 28 Tahun 2007, dan perubahan yang terbaru adalah UU Nomor 16 Tahun 
2009. 
Perusahaan termasuk dalam salah satu kriteria badan, dimana menjadi 
salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak. Badan dalam UU Nomor 16 
Tahun 2009 adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
Pajak penghasilan di Indonesia sendiri diatur didalam UU No.36 Tahun 
2008 yang merupakan revisi dari UU No.17 Tahun 2000, UU No.7 Tahun 1991 
dan UU No.7 Tahun 1983. Tarif pajak badan mulai tahun 2010 yang diatur dalam 
UU No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a adalah sebesar 25% dari laba bersih kena 
pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 
Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari pajak, pemerintah 
memberikan insentif pajak agar pengusaha dalam negeri giat dalam 
mengembangkan usahanya. Insentif pajak ini tertuang dalam UU No.36 Tahun 
2008 Pasal 17 ayat 2b. 
Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang 
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang 
disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan 
tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah 
daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
Sementara kegiatan CSR yang dapat menjadi tax deductible terbatas 
hanya untuk jenis kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 36 tahun 
2008. UU No. 36 Tahun 2008 tidak secara khusus mengatur perlakuan perpajakan 
untuk kegiatan CSR, akan tetapi ada beberapa aturan terkait tentang biaya-biaya 
yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu yang berkaitan dengan isu 
konsumen, pengembangan masyarakat, lingkungan, ketenagakerjaan, dan hak 
asasi manusia (Yoehana, 2013: 30). 
Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain biaya 
promosi, biaya beasiswa, biaya magang dan pelatihan, biaya kupon makanan dan 
minuman bagi pegawai kriteria dan daerah tertentu, beban pengolahan limbah, 
cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman 
kembali untuk usaha kehutanan, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan 
tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. 
 
2.1.3.2. Tinjauan Syariah 
Menurut Undang-Undang baru yang terjadi pada tahun 2007, setelah 
diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) UU ini 
mendefinisikan bahwa (Gusfahmi, 2011: 25): 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
Beberapa ulama berpendapat tentang pengertian pajak (tax/dharibah). 
Salah satunya yaitu menurut Abdul Qodim Zallum (2004) dalam Gusfahmi (2011: 
31) berpendapat bahwa: 
Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT, kepada kaum Muslim 
untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang 
memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada 
uang/harta. 
 
Berdasarkan definisi tersebut tercantum lima unsur pokok yang 
merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut 
syariat (Gusfahmi, 2011: 31-32), yaitu: 
1. Diwajibkan oleh Allah SWT 
2. Objeknya adalah harta (al-Maal) 
3. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (ghaniyyun) saja, dan tidak termasuk 
non-muslim 
4. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja 
5. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus 
segera diatasi oleh Ulil Amri. 
Kelima unsur dasar tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan 
negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur: 
1. Harus adanya nash (Al-Qur’an dan Hadits) yang memerintahkan setiap 
sumber pendapatan dan pemungutannya. 
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim 
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan 
kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul 
beban utama 
4. Adanya Tuntunan Kemaslahatan Umum 
Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa pajak adalah kewajiban yang 
datang secara temporer untuk semua orang terutama umat Muslim, pajak harus 
dibayarkan sesuai dengan syariah, dan tidak boleh menghindar atau mencurangi 
pajak itu sendiri. 
Menurut Lanis dan Richardson (2012: 87), agresivitas pajak dapat 
didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk 
menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. 
Sedangkan menurut Frank, et al (2009) dalam Suyanto dan Supramono (2012: 
167), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan 
kena pajak yang dilakukan perusahaan baik dengan cara yang legal (tax 
avoidance) maupun dengan cara ilegal (tax evasion). 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan perusahaan 
dalam merekayasa pendapatan kena pajak tidak dibenarkan menurut syariat. Islam 
sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan yang tidak memisahkan 
antara sisi religius  (agama) dan duniawi. Sehingga pajak dalam pandangan Islam 
termasuk dalam hubungan manusia dengan manusia lainya (mu’amalah). Allah 
memerintahkan kita untuk mencatat dengan “benar” saat bermuamalah supaya 
tidak merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al 
Baqarah ayat 282:  
                         
                       
                          
                       
                        
                        
                             
                       
                      
                             
                          
   
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 
benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 
atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah 
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada 
dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 
dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 
seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 
yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian 
dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan 
(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 
dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu. 
 
Dalam Al-Quran Allah SWT juga telah menyuruh kita sebagai khalifah 
di bumi untuk menetapkan hukum/aturan secara adil (Gusfahmi, 2007: 217). 
Dalam hal ini terkait dengan pajak sebagai penerimaan negara yang bertujuan 
untuk kesejahteraan rakyat. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa: 58 
 اوُمُكَْتَ ْنَأ ِساَّنلا َْيْ َب ْمُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلَْهأ َلَِإ ِتَاناَملأا اوُّدَؤ ُت ْنَأ ْمُُكرُمَْأي َهَّللا َّنِإ
ا َّمِِعن َهَّللا َّنِإ ِلْدَعْلِاب  ًايرِصَب اًعي َِسَ َناَك َهَّللا َّنِإ ِهِب ْمُكُظَِعي  
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 
Dalam membayar pajak, kejujuran adalah suatu kewajiban yang tidak 
bias dijalankan kecuali dengan prinsip transparansi. 
Nabi Muhammad saw bersabda: “Janganlah kamu memperhatikan 
banyaknya solat dan puasanya, jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan 
kesalehannya, tetapi perhatikanlah kujujurannya dalam menyampaikan informasi 
dan menjalankan amanat”. Ali Bin Abi Thalib berkata: “Kejujuran akan 
menyelamatkan kamu walaupun kamu takut kepadanya dan kebohongan 
mencelakan kamu walaupun tenteram karenanya”. 
 
1.1.4. Corporate Social Responsibility (CSR) 
CSR merupakan konsep yang terus berkembang. Ia belum memiliki 
sebuah definisi standar maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara 
penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Corporate Social 
Responsibility adalah cara perusahaan dalam mengelola aktivitas bisnisnya baik 
secara sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya 
dan lingkungan (Hadi, 2011: 46). David (2008) mengatakan bahwa CSR adalah 
perhatian terhadap atau hubungan antara perusahaan global, pemerintahan, dan 
masyarakat. 
Perusahaan pada saat ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada hal 
menghasilkan banyak uang untuk menguntungkan bagi perusahaan dan pemilik 
(single bottom line) tetapi juga harus memperhatikan aspek lain yang sesuai 
dengan konsep triple bottom line dimana perusahaan harus memperhatikan aspek 
keuangan, sosial dan lingkungan (Purwanggono, 2015: 24). 
Menurut Suharto (2010: 5) CSR adalah kepedulian perusahaan yang 
menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan 
manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan 
prosedur (procedure) yang tepat dan professional. Sedangkan menurut Hoi et al 
(2013) dalam Wahyudi (2015: 134) CSR adalah keyakinan tentang tindakan-
tindakan yang dianggap benar yang mempertimbangkan tidak hanya masalah 
ekonomi tetapi juga masalah sosial, lingkungan dan dampak eksternalitas lain dari 
tindakan-tindakan perusahaan. 
Definisi CSR yang dikemukakan oleh World Bank yang memandang 
CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap bekerjanya 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan karyawan dan perwakilan 
mereka dalam komunitas setempat dan masyarakat secara luas untuk 
meningkatkan kualitas hidup, dengan cara yang baik dimana baik untuk dunia 
usaha dan juga untuk pembangunan. 
Business Actions for Sustainable Development (BASD) yang sebelumnya 
bernama World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
mengintegrasikan dan menempatkan CSR dalam konteks pembangunan 
berkelanjutan. Elemen utama CSR mencakup diantaranya hak asasi manusia, hak-
hak pekerja, perlindungan lingkungan, relasi dengan pemasok, keterlibatan 
masyarakat, hak-hak stakeholder dan memonitoring serta assessment kinerja CSR 
(Suharto, 2010: 11). 
Di Indonesia corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial 
sudah diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 
Terbatas pada pasal 74 yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. 
Menurut Effendi (2007: 113), ada beberapa manfaat bagi perusahaan 
dalam mengimplementasikan CSR, antara lain: 
1.  Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Selain itu, 
perusahaan juga mendapatkan citra/nilai (image) yang positif dari masyarakat 
luas. 
2. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal). 
3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) 
yang berkualitas. 
4. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang 
kritis (critical decision making) dan dapat mempermudah pengelolaan 
manajemen rIsiko (risk management). 
Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
pengertian CSR adalah tanggung jawab sebuah perusahaan atau sebuah organisasi 
terhadap dampak-dampak dari keputusan dan kegiatannya pada masyarakat dan 
lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang sejalan dengan 
pembangunan berkelanjutan. 
 
1.1.4.1. Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure 
CSR disclosure atau pengungkapan CSR adalah sebuah bentuk 
pengkomunikasian CSR yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan mengenai 
dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan ekonomi perusahaan. Pengungkapan 
sosial dan lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk 
mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan juga 
pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007). 
Sembiring (2005) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan 
lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang 
berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Selain itu menurut 
Deegan (2002) dalam Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa 
pengungkapan CSR dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh menajemen 
perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas untuk 
mempengaruhi persepsi. 
Pengungkapan CSR perusahaan dapat melalui berbagai macam media 
seperti laporan tahunan dan website perusahaan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada para stakeholder dan juga untuk menjaga reputasi. 
Sebagian perusahaan bahkan menganggap bahwa mengomunikasikan kegiatan 
atau program CSR sama pentingnya dengan kegiatan CSR itu sendiri. Dengan 
mengomunikasikan CSR-nya, makin banyak masyarakat yang mengetahui 
investasi sosial perusahaan sehingga tingkat risiko perusahaan menghadapi 
gejolak sosial akan menurun (Yoehana, 2013: 20). 
Menurut Wibisono (2007) dalam Jessica dan Toly (2014: 4) ada 10 
keuntungan ketika perusahaan melakukan pengungkapan CSR, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan 
2. Layak mendapatkan social license to operate 
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan 
4. Melebarkan akses sumber daya 
5. Membentangkan akses menuju market 
6. Mereduksi biaya 
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder 
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator (pemerintah) 
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan 
10. Peluang mendapatkan penghargaan 
Di Indonesia, sampai sejauh ini belum ada standar khusus yang mengatur 
tentang pelaporan pertanggungjawaban sosial (CSR disclosure). Hal ini 
disebabkan karena sulitnya mengukur biaya dan manfaat sosial perusahaan di 
masa depan. Sehingga perusahaan dapat merancang sendiri bentuk pelaporan 
pertanggungjawaban sosialnya pada publik atau dengan mengadopsi pedoman 
yang telah umum digunakan (Yoehana, 2013: 22). 
Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan adalah indikator yang dipakai oleh Sembiring 
(2005) yang terdiri atas tujuh kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan 
keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, 
dan umum. Ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan. 
Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan 
dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka penyesuaian 
kemudian dilakukan. Dua belas item dihapuskan karena kurang sesuai untuk 
diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga secara total tersisa 78 item 
pengungkapan. Skala pengukuran untuk pengungkapan CSR digunakan 
pengukuran dengan skala nominal (dummy), yaitu setiap item CSR dalam 
instrument penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak 
diungkapkan. Lalu, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh 
keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. 
Dengan menggunakan instrumen pengukuran yang mengacu pada 
instrumen yang digunakan oleh Sembiring (2005), diharapkan akan lebih banyak 
item pengungkapan yang dapat teridentifikasi dalam penelitian ini. Sehingga akan 
lebih dapat menggambarkan bagaimana pengaruh pengungkapan CSR perusahaan 
di Indonesia terhadap agresivitas pajak. 
1.1.4.2. CSR dalam Perspektif Islam 
Tanggung jawab sosial perusahaan juga dijelaskan dalam ayat Al-qur’an 
diantaranya dalam QS. Al Baqarah ayat 177: 
                             
                            
                         
                     
                              
  
Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 
suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 
kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi 
dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan 
orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang 
menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar 
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah 
orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang 
yang bertakwa (QS. Al Baqarah: 177). 
 
Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama 
yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat dari pada 
sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Tanpa 
mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, Al Quran 
mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. 
Di samping memberikan nilai keimanan kepada Allah SWT, Kitab-Nya, 
dan Hari Kiamat, Al Quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna 
jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan 
kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin 
kesejahteraan mereka yang membutuhkan. 
Dalam konteks ini, maka CSR dalam perspektif Islam adalah praktik 
bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara islami. Perusahaan memasukkan 
norma-norma agama islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan 
dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik 
bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam 
bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta 
profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi 
oleh aturan halal dan haram oleh syariah (Suharto, 2010: 101).  
Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarkat, Islam juga 
memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestarianya 
merupakan salah satu inti ajaran Islam. Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk 
filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhamad 
SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk 
ciptaan Allah. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur, 
baik kuantitatif maupun kualitatif (QS. Al Qamar: 49)  
              
Artinya: Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut 
ukuran. 
 
Sifat saling ketergantungan antara makhluk hidup adalah sebuah fitrah 
dari Allah SWT. Dari prinsip ini maka konsekuensinya adalah jika manusia 
merusak atau mengabaikan salah satu bagian dari ciptaan Allah SWT, maka alam 
secara keseluruhan akan mengalami penderitaan yang pada akhirnya juga akan 
merugikan manusia. Allah SWT berfirman:  
                          
          
Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada 
mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar) (QS. Ar Rum: 41). 
 
Kecenderungan bisnis modern untuk melakukan aktifitas sosial telah 
merubah arah bisnis. Dunia bisnis yang selama ini terkesan profit-oriented (hanya 
mencari untung) hendak merubah citranya menjadi organisasi yang memiliki 
tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Salah satu upaya 
yang dilakukan adalah dengan menggelar aktifitas Corporate Social 
Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Perusahaan (TSP). Hal ini sesuai 
dengan pandangan Islam yang tertuang dalam firman Allah SWT dalam (QS. Al 
A’raf : 56) 
                        
       
Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 
sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan 
rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 
berbuat baik. 
 
CSR, secara non-struktur sudah lama berkembang dalam dunia bisnis, 
terutama bisnis dalam kategori hight-risk business seperti usaha pertambangan 
dan penebangan hutan. Belakangan ini CSR juga telah ke dalam hampir seluruh 
segmen bisnis. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba mengekspose dalam 
kegiatan yang berorientasi sosial, mereka bergiat mencitrakan diri sebagai 
perusahaan yang peduli masalah lingkungan dan sosial. 
 
1.1.5. Ukuran Perusahaan (Size) 
Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang 
sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang 
dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan 
aktivitas serta pendapatan perusahaan (Nugraha, 2015: 29). 
Cahyono, et al (2016: 4) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai 
skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori 
besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset 
perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. 
Ukuran perusahaan umunya dibagi menjadi 3 kategori yaitu large firm, medium 
firm and small firm. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total 
aktiva, semakin besar total aktiva menunjukan bahwa perusahaan memiliki 
prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. 
Menurut Jogiyanto (2000) ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log 
total aktiva, dinilai lebih baik karena ukuran perusahaan ini memiliki tingkat 
kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung 
berkesinambungan antar periode satu dengan periode berikutnya. Sedangkan 
menurut Mindra dan Erawati (2015) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana 
dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan 
dalam menanggung resiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang 
dihadapi perusahaan. Size dapat dihitung dengan rumus: 
Size = Ln Total Aset 
Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang 
dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat. Oyelere, Wang dan 
Song (2011) dalam Nugraha (2015: 29) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran 
perusahaan maka akan semakin disorot oleh stakeholder. Dengan demikian, 
perusahaan harus bekerja lebih keras untuk memperoleh legitimasi dari 
stakeholder sebagai langkah penyelarasan aktivitas perusahaan dengan nilai dan 
norma yang berlaku di masyarakat. 
Menurut Dharma dan Ardiana (2016: 590), pengaruh perusahaan dalam 
membayar pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin besar aset 
yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya 
aset juga memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang 
dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh 
perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran 
pajak perusahaan. 
Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak 
dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda 
dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya 
yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (Dharma dan 
Ardiana, 2016: 590) 
Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) dalam Muzakki (2015: 22) size 
atau ukuran perusahaan diartikan sebagai sebuah skala dimana perusahaan dapat 
dikategorikan besar dan kecil dengan berbagai cara, salah satunya adalah dilihat 
dari besar kecilnya aset yang dimiliki. Size atau ukuran perusahaan dapat 
mempengaruhi effective tax rates (ETR) sebuah perusahaaan. Semakin besar 
perusahaan maka akan semakin rumit dan kompleks transaksi yang ada didalam 
perusahaan. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan banyak celah yang ada 
untuk meminimalkan ETR mereka. 
Lanis dan Richardson (2012: 95) mengatakan bahwa perusahaan yang 
lebih besar memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar dibanding 
dengan perusahaan yang lebih kecil. Karena perusahaan besar memiliki kekuatan 
ekonomi dan politik yang lebih besar yang memungkinkan untuk mengurangi 
beban pajak mereka. 
 
1.1.6. Leverage 
Menurut Yulfaida (2012) dalam Ahsan (2016) leverage merupakan 
jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur 
besarnya aktiva yang dibiayai utang. Perusahaan dengan leverage yang tinggi 
mengindikasi perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, 
sedangkan perusahaan dengan leverage rendah dapat membiayai asetnya dengan 
modal sendiri. 
Riyanto (2001) dalam Nugraha (2015: 32) mendifinisikan leverage 
sebagai penggunaan aset atau dana yang penggunaannya memiliki kewajiban 
untuk membayar biaya tetap. Leverage timbul apabila perusahaan membiayai aset 
dengan dana pinjaman yang memiliki beban bunga. Tingkat leverage dapat 
menggambarkan risiko keuangan perusahaan. 
Menurut Cahyono, et al (2016: 4), leverage menggambarkan proporsi 
total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan 
untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 
Leverage dihitung dengan total hutang dibagi dengan total equity. Sedangkan 
menurut Dewinta dan Setiawan (2016: 1591), leverage atau solvabilitas 
merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai 
oleh utang. 
Debt to asset ratio adalah salah satu rasio leverage financial yang 
digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. Tingkat solvabilitas 
perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka 
panjang perusahaan. Debt to asset ratio di hitung dengan cara membagi total 
hutang dengan total aset (Sartono, 2010: 123). 
Sedangkan Sawir (2000: 13), menjelaskan bahwa rasio leverage 
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 
finansialnya, seandainya perusahaan pada saat itu dilikuidasi. Dengan demikian 
solvabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, baik 
jangka pendek maupun jangka panjang. Leverage dapat dihitung dengan rumus: 
 
Leverage = Total hutang 
         Total aset 
Yoehana, (2013: 32) mengatakan bahwa biasanya perusahaan dengan 
rasio leverage yang lebih tinggi akan berusaha menyampaikan lebih banyak 
informasi sebagai instrumen untuk mengurangi monitoring costs bagi investor. 
Mereka memberikan informasi yang lebih detail dalam laporan tahunan untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang leverage 
nya lebih rendah. Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi 
besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya 
bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban 
pajak menjadi lebih kecil. 
Keadaan diatas sesuai dengan penelitian Richardson dan Lanis (2012) 
yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, 
sehingga semakin tinggi tingkat leverage akan menyebabkan Effective Tax Rate 
(ETR) menjadi lebih kecil. 
 
1.1.7. Return On Aset (ROA) 
Menurut Munawir (2004), profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan 
perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 
tersebut. Dengan kata lain profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan 
untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 
Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi 
suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bias menilainya. 
Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas 
mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh 
dari penjualan dan investasi (Sukma dan Teguh, 2014). 
Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi berarti memiliki laba 
yang besar. Pada penelitian ini rasio profitabilitas di intepretasikan sebagai rasio 
Return On Asset (ROA). ROA menggambarkan sejauh mana kemampuan asset-
asset yang dimiliki perusahaan bias menghasilkan laba (Tandelilin, 2011: 240). 
Menurut Cahyono, et al (2016: 4) ROA mengukur kemampuan 
perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang 
dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset 
tersebut. ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba 
melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang 
diinvestasikan. Menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah 
pajak dibagi dengan total aktiva. ROA dapat dihitung dengan rumus: 
Return On Aset = Laba bersih 
   Total Aset 
Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan 
sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai 
ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi 
akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang 
diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai 
dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan 
tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016: 
1590). 
1.1.8. Kepemilikan Keluarga 
Menurut Aryani (2011) dalam Hadi dan Mangoting (2014: 4) struktur 
kepemilikan saham menunjukkan distribusi kekuasaan dan pengaruh pemegang 
saham atas kegiatan operasional perusahaan. Struktur kepemilikan dapat 
dikelompokkan menjadi kepemilikan terkonsentrasi (concentrated ownership) dan 
kepemilikan menyebar (dispersed ownership). Kepemilikan saham dikatakan 
terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kelompok, 
sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan 
dibandingkan dengan lainnya. Sedangkan kepemilikan saham menyebar jika 
kepemilikan saham menyebar secara relatif merata ke publik, tidak ada yang 
memiliki saham dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan lainnya. 
Kepemilikan saham di negara berkembang sebagian besar dikontrol oleh 
kepemilikan keluarga, termasuk perusahaan di Indonesia (Arifin, 2003 dalam 
Hidayanti, 2013: 14). Sebuah perusahaan akan dikategorikan sebagai perusahaan 
keluarga jika dalam bisnisnya, pelaku bisnis masih memiliki garis keluarga antar 
satu dengan yang lainnya. Sedangkan perusahaan akan dikategorikan sebagai 
perusahaan dengan kepemlikan mayoritas oleh perusahaan non publik jika dalam 
bisnisnya, kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh perusahaan non publik 
yang kebanyakan dimiliki oleh perorangan. 
Menurut Susanto, et al (2007) dalam Purwanggono (2015: 29) suatu 
organisasi dinamakan sebuah perusahaan keluarga apabila dalam suatu 
perusahaan terdapat dua generasi yang berkaitan secara keluarga dan 
mempengaruhi kebijakan perusahaan. 
Menurut Leino (2009) dalam Hidayanti (2013: 14), perusahaan keluarga 
mempunyai peran yang penting untuk ekonomi baik lokal ataupun regional karena 
dapat memberikan kestabilan ekonomi yang permanen. Sedangkan Maury (2006) 
dalam Hidayanti (2013: 15), berpendapat bahwa dengan adanya kepemilikan 
keluarga di suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan 
profitabilitas di dalam perusahaan tersebut bila dibandingkan dengan perusahaan 
yang dikendalikan oleh pemilik non-keluarga. 
Penelitian ini menggunakan definisi keluarga yang digunakan oleh Arifin 
(2003), yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat 
(kepemilikan > 5% wajib dicatat). Yang bukan perusahaan publik, negara, 
institusi keuangan (seperti: lembaga investasi, reksa dana, asuransi, dana pensiun, 
bank, koperasi) dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). 
Dalam penelitian ini kepemilikan keluarga dihitung dari kepemilikan individu 
anggota keluarga (non direksi dan komisaris), non perusahaan publik, non 
BUMN, non institusi keuangan, perusahaan afiliasi, dan perusahaan asing yang 
merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan tersebut. 
 
1.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian mengenai agresivitas pajak telah banyak dilakukan di 
Indonesia dan di negara lain, dengan berbagai inovasi dan perubahan baik dalam 
metode penghitungan maupun sampel yang digunakan. Namun penelitian-
penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda. 
Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Martani (2010) menggunakan 
variabel dependen berupa tindakan pajak agresif. Sementara variabel independen 
yang digunakan dalam penelititan ini adalah karakteristik kepemilikan perusahaan 
dan corporate governance. Penelitian ini menggunakan sampel perusaahaaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2008. Hasil 
penelitian ini menemukan bahwa corporate governance belum berdampak secara 
nyata pada perusahaan dan struktur kepemilikan keluarga berhubungan positif 
dengan tingkat agresivitas pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) mengenai 
corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak memberikan bukti 
bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin 
rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan 
sampel 408 perusahaan publik Australia tahun 2008-2009. 
Jessica dan Toly (2014) melakukan penelitian mengenai pengungkapan 
corporate social responsibility, ukuran perusahaan, leverage dan return on aset 
terhadap agresivitas pajak pada 56 perusaahaaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2012-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan 
corporate social responsibility, ukuran perusahaan dan return on asset tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan leverage 
berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. 
Penelitian mengenai pengungkapan corporate social responsibility 
terhadap agresivitas pajak juga dilakukan oleh Ratmono dan Sagala (2015). 
Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa agresivitas pajak. 
Sementara variabel independen yang digunakan dalam penelititan ini adalah 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), capital intensity, inventory 
intensity dan ukuran perusahaan (size). 
Penelitian tersebut menggunakan sampel 125 perusaahaaan non-
keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengungkapan CSR dan size berpengaruh negative terhadap agresivitas 
pajaknya, sedangkan capital intensity dan inventory intensity berpengaruh positif 
terhadap agresivitas pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, et al. (2016) menggunakan 
variabel dependen berupa penghindaran pajak. Sementara variabel independen 
yang digunakan dalam penelititan ini adalah ukuran perusahaan, leverage, 
intensitas modal, komsaris independen, komite audit dan corporate social 
responsibility. 
Penelitian ini menggunakan sampel 21 perusahaan perbankan tahun 
2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, komisaris independen, 
komite audit dan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak, hanya ukuran perusahaan dan intensitas modal yang 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Penelitian lain dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) mengenai 
ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage dan pertumbuhan 
penjualan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan 
penjualan berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan leverage tidak 
berpengaruh terhadap tax avoidance. 
 
1.3. Kerangka Berfikir 
Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, serta untuk 
pengembangan hipotesis, maka untuk menggambarkan hubungan dari variabel 
independen dan variabel dependen dalam penelitian kali ini dikemukakan suatu 
kerangka pemikiran teoritis yaitu mengenai pengaruh pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR), ukuran perusahaan (size), leverage, Return On Assets 
(ROA) dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak. Kerangka pemikiran 
ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
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2.4.  Hipotesis 
Berdasarkan kerangka berfikir dan teori yang dibangun, maka hipotesis 
yang dirumuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap 
Agresivitas Pajak. 
Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak dalam bentuk usaha tetap 
yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Sebagai wajib pajak, 
perusahaan ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dari perspektif 
masyarakat, perusahaan sudah seharusnya membayar pajak kepada negara karena 
perusahaan telah mendapatkan manfaat atas penyediaan barang publik (public 
goods) sehingga perusahaan dapat melakukan usahanya dan mendapatkan laba. 
Dalam teori legitimasi dinyatakan bahwa sistem nilai perusahaan sejalan 
dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan 
merupakan bagiannya. Sistem nilai perusahaan ini ditunjukkan dari kepatuhan 
perusahaan membayar pajak dan tidak berupaya untuk melakukan kegiatan 
agresivitas pajak yang dapat merugikan banyak pihak. 
Hal ini didukung oleh teori stakeholder dimana fokus perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan operasinya harus mempertimbangkan tidak hanya 
kepentingan shareholder saja, akan tetapi juga harus memperhatikan kepentingan 
masyarakat, pemerintah, konsumen, supplier, analis, dan lain sebagainya. Salah 
satu cara membina hubungan baik dengan stakeholder adalah dengan pemerintah 
dengan taat membayar pajak. Hal ini karena penerimaan negara melalui pajak 
merupakan instrumen yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah 
yang secara tidak langsung dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. 
Watson (2011) dalam Yoehana (2013) menyatakan bahwa dampak buruk 
yang diperoleh perusahaan karena melanggar norma sosial dari tindakan agresif 
pajak adalah jumlah penjualan yang turun karena masyarakat yang tahu tentang 
pentingnya CSR memboikot produk perusahaan tersebut dan cenderung enggan 
untuk membeli produk. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa 
perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dinilai secara sosial tidak 
bertanggung jawab oleh publik. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) serta 
Ratmono dan Sagala (2015) menunjukkan bahwa corporate social responsibility 
berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang rendah tingkat 
pengungkapan CSR cenderung lebih agresif melakukan berbagai upaya agar dapat 
meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. 
Namun hal itu berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Jessica dan Toly (2014) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan 
antara pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. 
Berdasarkan analisis dan temuan penelitan diatas, maka hipotesis penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut: 
H1 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 
agresivitas pajak. 
 
 
2. Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Agresivitas Pajak. 
Menurut Dharma dan Ardiana (2016: 590), pengaruh perusahaan dalam 
membayar pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin besar aset 
yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya 
aset juga memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang 
dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh 
perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran 
pajak perusahaan. 
Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak 
dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda 
dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya 
yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (Dharma dan 
Ardiana, 2016: 590) 
Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) dalam Muzakki (2015: 22) size 
atau ukuran perusahaan diartikan sebagai sebuah skala dimana perusahaan dapat 
dikategorikan besar dan kecil dengan berbagai cara, salah satunya adalah dilihat 
dari besar kecilnya aset yang dimiliki. Size atau ukuran perusahaan dapat 
mempengaruhi effective tax rates (ETR) sebuah perusahaaan. Semakin besar 
perusahaan maka akan semakin rumit dan kompleks transaksi yang ada didalam 
perusahaan. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan banyak celah yang ada 
untuk meminimalkan ETR mereka. 
Lanis dan Richardson (2012: 95) mengatakan bahwa perusahaan yang 
lebih besar memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar dibanding 
dengan perusahaan yang lebih kecil. Karena perusahaan besar memiliki kekuatan 
ekonomi dan politik yang lebih besar yang memungkinkan untuk mengurangi 
beban pajak mereka. Berdasarkan analisis dan temuan penelitan diatas, maka 
hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
H2 : Ukuran perusahaan (Size) berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
3. Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. 
Leverage juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. 
Leverage atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang 
dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Leverage menunjukkan penggunaan 
utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2008). 
Perusahaan mengunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang 
harus dibayar. Semakin tinggi leverage maka semakin tinggi pula resiko 
perusahaan, karena perusahaan harus membayar bunga hutang yang tinggi 
menggunakan hasil usahanya, sehingga mempengaruhi laba bersih perusahaan. 
Terdapat hubungan positif antara ETR dengan leverage karena perusahaan 
menggunakan beban bunga perusahaan untuk menggurangi laba bersih 
perusahaan, sehingga beban bunga juga mengurangi penghasilan kena pajak 
perusahaan (Hadi dan Mangoting, 2014: 6). 
Keadaan diatas sesuai dengan penelitian Richardson dan Lanis (2012) 
yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, 
sehingga semakin tinggi tingkat leverage akan menyebabkan Effective Tax Rate 
(ETR) menjadi lebih kecil. 
Riyanto (2001) dalam Octaviana (2014) mendefinisikan Leverage 
sebagai rasio yang timbul apabila dalam kegiatan opersionalnya perusahaan 
menggunakan dana pinjaman atau menggunakan dana yang memiliki beban 
bunga. Gupta dan Newberry (1997) dalam Jessica dan Toly (2014: 6) menyatakan 
bahwa keputusan pembiayaan perusahaan dapat berdampak pada ETR karena 
ketetapan pajak biasanya memungkinkan perlakuan pajak yang berbeda untuk 
keputusan struktur modal perusahaan. Berdasarkan analisis dan temuan penelitan 
diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
H3 : Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
4. Pengaruh Return On Aset (ROA) Terhadap Agresivitas Pajak. 
Dalam Hanafi dan Halim (2007) disebutkan bahwa ROA 
memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba terlepas dari 
pendanaan yang dipakai. Dengan kata lain ROA termasuk dalam proksi 
profitabilitas. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
laba dari aktiva yang digunakan perusahaan dalam suatu periode. 
Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan 
sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai 
ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi 
akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang 
diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai 
dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan 
tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016: 
1590). 
Menurut Chent et al (2008) profitabilitas perusahaan keluarga dan 
perusahaan non-keluarga berbeda. Profitabilitas perusahaan keluarga lebih tinggi 
dibandingkan perusahaan non-keluarga. Perusahaan yang memiliki tingkat 
profitabilitas tinggi mampu menjalankan bisnis perusahaannya dengan berbagai 
metode dalam rangka menghindari pajak, dan adanya indikasi laba dari 
perusahaan merupakan hasil dari tax avoidance memiliki kecenderungan untuk di 
terima (Rusydi dan Martani, 2014). Berdasarkan analisis dan temuan penelitan 
diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
H4 : Return On Asset berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
5. Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak. 
Untuk menentukan apakah tindakan pajak agresif pada perusahaan 
keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga, 
tergantung dari seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak 
keluarga yang menjadi manajemen perusahaan (family owners) atau pihak 
manajer dalam perusahaan non-keluarga. 
Penelitian Sari dan Martani (2010) menunjukkan bahwa perusahaan 
keluarga berpotensi melakukan pajak agresif lebih tinggi dibanding perusahaan 
non-keluarga. Hal terjadi ini karena dalam perusahaan keluarga, pemisahan antara 
kepemilikan dan manajemen akan menimbulkan kesempatan bagi manajer untuk 
bersikap oportunitis dengan mementingkan kepentingan individu sehingga 
menimbulkan permasalahan dan tindakan agresivitas pajak (Sari dan Martani, 
2010: 4). 
Family owners memiliki kepemilikan yang lebih besar, rentang waktu 
investasi yang lebih lama, serta memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap 
reputasi perusahaan. Oleh karenanya Chen, et al (2010) menyatakan bahwa 
manfaat dan biaya dari tindakan pajak yang agresif akan lebih tinggi dirasakan 
oleh perusahaan keluarga. 
Konflik yang ada didalam perusahaan keluarga juga lebih kecil dibanding 
perusahaan non keluarga. Pemilik saham minoritas biasanya tidak mempunyai hak 
untuk mengambil keputusan dan akan menerima keputusan yang diberikan oleh 
pemilik saham mayoritas. Sehingga pemilik saham minoritas akan lebih taat 
terhadap keputusan yang dibuat oleh pemilik saham mayoritas (Arifin, 2003). 
Penelitian Chen, et al (2010) yang dilakukan untuk mengetahui apakah 
perusahaan keluarga lebih agresif dalam tindakan pajaknya daripada perusahaan 
non-keluarga, menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang termasuk 
dalam S&P 1500 Index (periode 1996-2000), perusahaan keluarga memiliki 
tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. 
Hal ini diduga terjadi karena dibandingkan perusahaan non-keluarga, 
family owners lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar 
denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat 
audit dari fiskus pajak. Berdasarkan analisis dan temuan penelitan diatas, maka 
hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
H5 : Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1.Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari penyusunan usulan 
penelitian sampe terlaksana laporan penelitian, yakni dari bulan Desember 2015 
sampai selesai. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 
 
3.2.Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala 
numerik (angka) yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik 
(Indriantoro dan Supomo, 2012: 12). Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), 
ukuran perusahaan (size), leverage, Return On Aset (ROA) dan kepemilikan 
keluarga terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 
 
3.3.Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang 
mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2014: 115). Populasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Jumlah populasi dalam 
penelitian ini adalah 146 perusahaan. 
Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai populasi perusahaan 
adalah karena sektor manufaktur memiliki jumlah terbesar dibandingkan dengan 
sektor yang lainnya. Selain itu permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih 
kompleks, karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual 
produknya yang dimulai dengan proses produksi yang tidak terputus mulai dari 
pembelian bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi barang jadi. 
Sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di 
Indonesia. 
 
3.3.2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 120). Sampel adalah suatu prosedur 
pengambilan data yang hanya sebagian populasi saja yang diambil dan digunakan 
untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi (Sofiyan, 
2013: 30). Ukuran sampel yang layak dalam penelitian ini menurut Sugiyono 
(2012: 133) adalah antara 30 sampai dengan 500. Pemilihan sampel penelitian 
didasarkan pada metode nonprobability sampling tepatnya metode purposive 
sampling. Sampel dalam penelitian ini diperoleh 27 perusahaan selama  periode 
pengamatan 2013-2015. 
 
 
 
Tabel 3.1 
Hasil Pemilihan Sampel 
No. Keterangan Jumlah Perusahaan 
1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar 
(listing) di BEI tahun 2013-2015 
146 
2 Perusahaan yang tidak mempublikasikan  
laporan tahunan dan laporan keuangan yang 
lengkap selama tahun 2013-2015 
(74) 
3 Perusahaan yang tidak menggunakan satuan 
nilai rupiah dalam laporan keuangannya 
selama tahun 2013-2015 
(22) 
4 Perusahaan yang mengalami kerugian selama 
tahun penelitian 
(23) 
5 Total perusahaan 27 
6 Total sampel penelitian (27 x 3 tahun) 81 
Sumber : Data diolah 
 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan 
sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2012: 73). Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, dengan 
melakukan pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu 
(Jogiyanto, 2011: 79). Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel 
pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar (listing) di BEI tahun 2013-2015. 
2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan selama 
tahun 2013-2015 yang dapat diakses dari situs BEI (www.idx.co.id) dan 
memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 
3. Perusahaan yang menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan 
keuangannya. 
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian. 
Berdasarkan teknik pengambilan sampel diatas, maka peneliti 
menemukan 27 perusahaan yang dapat digunakan sebagai sampel, yaitu: 
Tabel 3.2 
Daftar Nama Perusahaan Sampel 
No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1 ADES Akasha Wira International Tbk 
2 AKPI Argha Karya Prima Ind. Tbk 
3 BUDI PT Budi Starch & Sweetener Tbk. 
4 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 
5 DLTA Delta Djakarta Tbk 
6 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 
7 GGRM Gudang Garam Tbk 
8 HMSP HM Sampoerna Tbk 
9 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
10 INAI Indal Aluminium Industry Tbk 
11 INCI Intanwijaya Internasional Tbk 
12 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 
13 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 
14 KLBF Kalbe Farma Tbk 
15 LION Lion Metal Works Tbk 
16 LMSH Lionmesh Prima Tbk 
17 MYOR Mayora Indah Tbk 
18 SKBM Sekar Bumi Tbk 
19 SRSN Indo Acidatama Tbk 
20 STAR Star Petrcohem Tbk 
21 TCID Mandom Indonesia Tbk 
22 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 
23 TRIS Trisula International Tbk 
24 TRST Trias Sentosa Tbk 
25 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry Tbk 
26 UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk 
27 UNVR Unilever Indonesia Tbk 
Sumber : www.idx.co.id diolah 
 
3.4.Data dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan merupakan data 
kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan merupakan jenis data 
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
media perantara (diperoleh dicatat pihak lain). 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 
2013-2015, yang didokumentasikan dalam www.idx.co.id serta sumber lain yang 
relevan. Data yang diambil berupa data cross section, artinya bahwa pengumpulan 
data dilakukan dari berbagai sumber informasi perusahaan dari Bursa Efek 
Indonesia selama tahun 2013-2015. 
 
3.5.Variabel Penelitian 
Pengertian variabel penelitian adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah 
diberi angka (kuantitatif), dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai 
bermacam-macam nilai dan dapat mengubah nilainya (Sofiyan, 2013: 10). Dalam 
penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu: 
1. Variabel terikat (Dependent variable) 
Variabel terikat (dependent variable) juga disebut variabel respons 
atau endogen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 
karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel terikat dalam penelitian 
ini adalah agresivitas pajak. 
2. Variabel bebas (Independent variable) 
Variabel bebas (independent variable) disebut juga variabel 
prediktor, stimulus, eksogen, atau antecedent adalah variabel yang menjadi 
sebab atau mengubah atau mempengaruhi variabel lain (variabel dependen). 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR), ukuran perusahaan (size), leverage, Return On Aset 
(ROA) dan kepemilikan keluarga. 
 
3.6.Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel adalah definisi yang dilakukan pada sifat-
sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (Muhammad, 2005: 68). Berikut 
ini definisi operasional dari variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian 
beserta pengukurannya. 
 
3.6.1. Agresivitas Pajak  
Agresivitas pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh suatu 
perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar dengan cara 
yang legal, ilegal, maupun keduanya. Agresivitas pajak dalam penelitian ini 
diproksikan dengan Effective Tax Rates (ETR). 
Effective Tax Rates (ETR) menggambarkan presentase total beban pajak 
penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum 
pajak. Selain itu, ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan dalam 
penelitian terdahulu dan untuk mengetahui adanya agresivitas pajak dapat dilihat 
dari nilai ETR yang rendah (Lanis dan Richardson, 2012). 
Rumus yang digunakan untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut: 
ETR = Beban Pajak Penghasilan 
Pendapatan sebelum pajak 
 
 
 
 
3.6.2. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
Pengungkapan CSR adalah pengungkapan informasi yang berkaitan 
dengan tanggung jawab perusahaan di dalam laporan tahunan. Penelitian ini 
menggunakan check list yang mengacu pada indikator pengungkapan yang 
digunakan oleh Sembiring (2005) karena lebih sesuai dengan keadaan perusahaan 
di Indonesia, dimana pegungkapan CSR-nya masih bersifat umum dan belum 
rinci. Indikator ini terdiri atas tujuh kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan, 
dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan 
masyarakat dan umum. 
Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan manufaktur 
adalah sebanyak 78 item yang terdiri atas kategori lingkungan (13 item), kategori 
energi (7 item), kategori kesehatan dan keselamatan tenaga kerja (8 item), 
kategori lain-lain tenaga kerja (29 item), kategori produk (10 item), kategori 
keterlibatan masyarakat (9 item), dan kategori umum (2 item). 
Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada check list 
dengan item yang diungkapkan perusahaan. Apabila item y diungkapkan maka 
diberikan nilai 1, jika item y tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada check 
list. Setelah mengidentifikasi item yang diungkapkan oleh perusahaan di dalam 
laporan tahunan, serta mencocokkannya pada check list, hasil pengungkapan item 
yang diperoleh dari setiap perusahaan dihitung indeksnya dengan proksi CSRI. 
Adapun rumus untuk menghitung CSRI sebagai berikut: 
CSRIi =  ΣXyi 
 ni 
Dimana: 
CSRIi: Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan 
perusahaan i. 
ΣXyi: nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan. 
ni: jumlah item untuk perusahan i, ni ≤ 78. 
 
3.6.3. Ukuran Perusahaan (Size) 
Ukuran perusahaan (size) merupakan tingkat ukuran besar kecilnya suatu 
perusahaan. Untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan dapat dihitung dari total 
aktiva karena ukuran perusahaan diproksikan dengan Ln total asset. Penggunaan 
natural log pada penelitian ini digunakan untuk mengurangi fluktuasi data tanpa 
mengubah proporsi nilai asal. Size menurut Lanis dan Richardson (2012) dihitung 
dari: 
Size = Ln Total aset 
 
3.6.4. Leverage 
Debt to asset ratio adalah salah satu rasio leverage financial yang 
digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. Tingkat solvabilitas 
perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka 
panjang perusahaan. Leverage di hitung dengan cara membagi total hutang 
dengan total aset (Sartono, 2010: 123), sebagai berikut: 
Leverage = Total hutang 
                   Total Aset 
 
3.6.5. Return On Aset (ROA)  
Menurut Tandelilin (2001: 240), Return On Aset menggambarkan sejauh 
mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk dapat menghasilkan 
laba. Rasio ROA diperoleh dengan membagi laba bersih dengan total aset 
perusahaan (Sartono, 2010: 123), sebagai berikut: 
Return On Aset = Laba bersih 
   Total Aset 
 
3.6.6. Kepemilikan Keluarga  
Penelitian ini mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan 
keluarga dan perusahaan non-keluarga dengan menggunakan definisi keluarga 
yang digunakan oleh Arifin (2003), yaitu semua individu dan perusahaan yang 
kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat). Yang bukan 
perusahaan publik, negara, institusi keuangan (seperti: lembaga investasi, reksa 
dana, asuransi, dana pension, bank, koperasi) dan publik (individu yang 
kepemilikannya tidak wajib dicatat). 
Dalam penelitian ini kepemilikan keluarga dihitung dari kepemilikan 
individu anggota keluarga (non direksi dan komisaris), non perusahaan publik, 
non BUMN, non institusi keuangan, perusahaan afiliasi, dan perusahaan asing 
yang merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan tersebut. 
Kepemilikan keluarga diukur dengan menggunakan variabel dummy 
yaitu nilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga  > 50%, dan bernilai 0 jika 
sebaliknya. Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan keluarga  > 50% 
akan diberi nilai 1 dan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga dan perusahaan 
yang memiliki proporsi kepemilikan keluarga kurang dari < 50% akan diberi nilai 
0 dan dikategorikan sebagai perusahaan non-keluarga. 
 
3.7.Teknik Analisis Data 
Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear 
berganda. Seluruh penyajian dan analisis data pada penelitian ini menggunakan 
bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 20.0 for 
windows. Penelitian ini diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. 
 
3.7.1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 
sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011: 19). 
Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 
adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 
generalisasi (Sugiyono, 2012: 148). 
 
3.7.2. Uji Asumsi Klasik 
Pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda dapat 
dilaksanakan setelah memenuhi asumsi klasik, tujuannya adalah agar variabel 
independen sebagai estimator variabel independen tidak bias (Gujarati, 1995 
dalam Ghozali, 2006). Pengujian ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji 
heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi, 
variabel dependen dan independen atau keduanya mempunyai distribusi 
normal atau tidak (Ghozali, 2006: 110). Regresi yang baik adalah memiliki 
distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi 
apakah residual distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan 
uji statistik. 
Untuk melihat model regresi normal atau tidak, dilakukan analisis 
grafik dengan melihat “normal probability report plot” yang 
membandingkan antara distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 
distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 
diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 
distribusi data normal, maka garis yang menggantikan data sesungguhnya 
akan mengikuti garis diagonalnya. 
Untuk meningkatkan hasil uji normalitas data, maka peneliti 
menggunakan uji statistik dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 
dengan membandingkn nilai Asymp. Sig.(2-tailed) dengan α = 0,05. Jika pada 
hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan Asymp. Sig.(2-tailed) lebih besar 
dari 0,05, maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika Asymp. Sig.(2-
tailed) lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. 
2. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 
regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang 
baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2006: 96). 
Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya 
autokorelasi ini adalah Uji Durbin Watson (DW). Uji Durbin Watson (DW) 
dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin Watson (d) yang didapat dari 
hasil SPSS dan nilai DW tabel. Nilai DW tabel diperoleh dengan melihat 
batas atas (du) dan batas bawah (dl), dan jumlah variabel independen dengan 
tingkat signifikansi 0,05. 
Kriteria pengujian dengan menggunakan Uji Durbin Watson (DW) 
adalah sebagai berikut: 
a. Jika 0 < d < dl, berarti terdapat autokorelasi positif. 
b. Jika dl ≤ d ≤ du, daerah tanpa keputusan (gray area), berarti uji tidak 
menghasilkan kesimpulan. 
c. Jika du < d < 4 – du, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif. 
d. Jika 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl, daerah tanpa keputusan (gray area), berarti uji 
tidak menghasilkan kesimpulan. 
e. Jika 4 – dl < d < 4, berarti terdapat autokorelasi positif.  
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain (Ghozali, 2006: 105). Model regresi yang baik adalah 
yang tidak terjadi heteroskedastisitas (homokedastisitas) dimana variance 
residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. 
Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas 
dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat grafik 
scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual 
error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan 
dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 
(Sulaiman, 2004: 88) 
4. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji ada tidaknya korelasi 
antara variabel bebas dalam persamaan regresi (Ghozali, 2006: 91). Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
independen Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-
variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen 
yang nilai korelasi antar sesame variabel independen sama dengan nol. 
Multikolinearitas dalam regresi dapat dilihat dari tolerance value dan 
variance inflation factor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 
menunjukkan ada tidaknya multikolinearitas nilai tolerance > 0,10 atau sama 
dengan VIF < 10 (Ghozali, 2006: 92). 
 
3.7.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011: 
98). Pengujian dilakukan menggunakan tingkat signifikasi 0,05. Kriteria 
pengambilan keputusannya adalah: 
a. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikansi (Sig < 0,05), 
maka hipotesis ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel 
independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
b. Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikansi (Sig < 0,05), 
maka hipotesis diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel 
independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 
2. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). 
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 
terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model. Karena 
dalam penelitian ini menggunakan banyak variabel independen, maka nilai 
Adjusted R
2 
lebih tepat digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 
 
3.7.4. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel 
dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Ghozali, 2011: 95). Tujuan 
dari analisis ini adalah untuk menguji pengaruh pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR), ukuran perusahaan (size), leverage, Return On Aset (ROA) 
dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak. 
Persamaan multiple regression dalam penelitian ini adalah: 
Y = α + β1 CSRIit + β2 SIZEit + β3 LEVit + β4 ROAit + β5 FAMILYit + e 
Keterangan: 
Y  = Agresivitas pajak perusahaan diukur menggunakan proksi ETR 
α = Konstanta 
β1,β2,β3,β4,β5 = Koefisien regresi  
CSRIit  = Pengungkapan item CSR perusahaan 
SIZEit  = Ukuran Perusahaan 
LEVit  = Leverage 
ROAit = Return On Aset 
FAMILYit = Kepemilikan keluarga 
e  = error (kesalahan pengganggu) 
 
3.7.5. Uji t (Uji Regresi Secara Parsial atau Uji Hipotesis) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2011: 98). Pada uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan 
dengan t tabel, dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 0,05), 
maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya variabel independen berpengaruh 
terhadap varibel dependen. 
b. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig > 0,05), 
maka Ha ditolak dan Ho diterima, artinya variabel independen tidak 
berpengaruh terhadap varibel dependen. 
 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan analisis data 
yang berhasil dikumpulkan, hasil pengolahan data, dan pembahasan dari hasil 
pengolahan data tersebut. Urutan pembahasan secara sistematis adalah deskripsi 
umum hasil penelitian, pengujian asumsi klasik, analisis data yang berupa hasil 
analisis regresi, pengujian variabel independen secara parsial dan simultan dengan 
model regresi, serta pembahasan tentang variabel independen terhadap dependen.  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. 
Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 146 perusahaan. Fokus penelitian ini 
adalah ingin melihat pengaruh variabel independen (pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR), ukuran perusahaan (size), leverage, Return On Aset 
(ROA), kepemilikan keluarga) terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. 
Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai populasi perusahaan 
adalah karena sektor manufaktur memiliki jumlah terbesar dibandingkan dengan 
sektor yang lainnya. Selain itu permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih 
kompleks, karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual 
produknya yang dimulai dengan proses produksi yang tidak terputus mulai dari 
pembelian bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi barang jadi. 
Sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di 
Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan (annual report) 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah disinggung 
pada bab sebelumnya. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan 
sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. 
Dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 
Tabel 4.1 
Hasil Penentuan Sampel 
No. Keterangan Jumlah Perusahaan 
1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar 
(listing) di BEI tahun 2013-2015 
146 
2 Perusahaan yang tidak mempublikasikan  
laporan tahunan dan laporan keuangan yang 
lengkap selama tahun 2013-2015 
(74) 
3 Perusahaan yang tidak menggunakan satuan 
nilai rupiah dalam laporan keuangannya 
selama tahun 2013-2015 
(22) 
4 Perusahaan yang mengalami kerugian selama 
tahun penelitian 
(23) 
5 Total perusahaan 27 
6 Total sampel penelitian (27 x 3 tahun) 81 
Sumber: Data yang diolah 2016 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa populasi dalam penelitian untuk 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-
2015 adalah 146 perusahaan. Setelah melakukan penarikan sampel terpilih 
sebanyak 27 perusahaan selama 3 tahun sehingga diperoleh 81 pengamatan dan 
data yang sesuai dengan kriteria yang dapat diolah pada periode 2013-2015 
sebanyak 81 pengamatan. 
 
 
 
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Statistik Deskriptif 
Pengukuran statistik deskriptif dilakukan terhadap variabel–variabel 
penelitian yang terdiri dari pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), 
ukuran perusahaan (size), leverage, Return On Aset (ROA), kepemilikan keluarga 
dan agresivitas pajak. Tabel 4.2 di bawah ini menunjukkan nilai minimum, nilai 
maksimum, nilai mean dan deviasi standar dari masing-masing variabel. 
Tabel 4.2 
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
CSR 81 .1667 .7692 .352009 .1360853 
SIZE 81 25.6195 31.7821 28.308805 1.6484608 
LEVERAGE 81 .0735 .8375 .400579 .1838385 
ROA 81 .0004 .4018 .102722 .1010494 
FAMILY 81 0 1 .07 .264 
ETR 81 .0291 .9476 .318532 .1961041 
Valid N 
(listwise) 
81 
    
Sumber: hasil data diolah 2016 
Berdasarkan tabel diatas, penjelasan mengenai hasil pengujian statistik 
deskriptif diuraikan sebagai berikut: 
1. Agresivitas Pajak (ETR) 
Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel  agresivitas pajak memiliki 
rentang nilai dari 0,0291 hingga 0,9476. Nilai terendah dimiliki oleh PT 
Intanwijaya Internasional Tbk pada tahun 2014. Nilai tertinggi sebesar .0,9476 
dimiliki oleh PT Star Petrcohem Tbk pada tahun 2014 pula. Nilai mean (rata-rata) 
agresivitas pajak sebesar 0,318532, dan nilai deviasi standar sebesar 0,1961041. 
2. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR) memiliki rentang nilai dari 0,1667 hingga 0,7692. 
Nilai terendah sebesar 0,1667 dimiliki oleh PT Sekar Bumi Tbk pada tahun 2013. 
Nilai  tertinggi sebesar 0,7692 dimiliki oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk pada 
tahun 2015. Nilai mean (rata-rata) Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 
0,352009, dan nilai deviasi standar sebesar 0,1360853. 
3. Ukuran Perusahaan (Size) 
Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan (size) 
memiliki rentang nilai dari 25,6195 hingga 31,7821. Nilai teredah sebesar 25,6195 
dimiliki oleh PT Lionmesh Prima Tbk pada tahun 2015. Nilai tertinggi sebesar 
31,7821 dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2015 pula. Nilai mean 
(rata-rata) variabel beta sebesar 28,308805, dan nilai deviasi standar sebesar 
1,6484608. 
4. Leverage 
Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel leverage memiliki rentang 
nilai dari 0,0735 hingga 0,8375. Nilai terendah sebesar 0,0735 dimiliki oleh PT 
Intanwijaya Internasional pada tahun 2014. Nilai tertinggi sebesar 0,8375 dimiliki 
oleh PT Indal Aluminium Industry Tbk pada tahun 2014, Nilai mean (rata-rata) 
variabel leverage sebesar 0,400579, dan nilai deviasi standar sebesar 0,1838385. 
 
5. Return On Aset (ROA) 
Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel Return On Aset (ROA) 
memiliki rentang nilai dari 0,0004 hingga 0,4018. Nilai terendah sebesar  0,0004 
dimiliki oleh PT Star Petrcohem Tbk pada tahun 2014. Nilai tertinggi sebesar  
0,4018 dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2014, Nilai mean 
(rata-rata) variabel Return On Aset (ROA) sebesar 0,102722, dan nilai deviasi 
standar sebesar 0,1010494. 
6. Kepemilikan Keluarga 
Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan keluarga 
memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1. Nilai mean (rata-rata) variabel kepemilikan 
keluarga sebesar 0,07, dan nilai deviasi standar sebesar 0,264. 
 
4.2.2. Uji Asumsi Klasik 
Model regresi yang baik disyaratkan harus memenuhi tidak adanya 
masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik dari masing-masing model adalah 
sebagai berikut:  
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal (Ghazali, 2011: 
160). Dari hasil pengolahan data didapat hasil sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas 
 
Sumber : Hasil pengolahan data pada SPSS 
 
Hasil uji normalitas menunjukkan titik menyebar di sekitar garis diagonal 
dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 
normalitas. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov Test. Uji ini digunakan untuk uji statistik apakah data terdistribusi normal 
atau tidak. Uji Kolmogorov-Smirnov Test dengan ketentuan yaitu, jika nilai 
signifikansi yang dihasilkan > 0,05 maka data distribusi data normal. Sebaliknya, 
jika nilai sigifikansi yang dihasilkan < 0,05 maka data distribusi tidak normal. Uji 
normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut: 
 
 
 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 81 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. Deviation .16601555 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .115 
Positive .115 
Negative -.077 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.036 
Asymp. Sig. (2-tailed) .233 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Data sekunder diolah 2016 
Berdasarkan hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa hasil uji 
normalitas menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,036 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,233 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
data yang digunakan dalam penelitian ini data distribusi normal.  
2. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang diurutkan 
menurut waktu atau ruang. Jenis pengujian yang sering digunakan untuk 
mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan Durbin-Watson Test (Gujarati, 
1997: 442). 
 
 
 
 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Autokorelasi 
 
Model Summary
b
 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .532
a
 .283 .236 .1714601 1.893 
a. Predictors: (Constant), FAMILY, SIZE, CSR, LEVERAGE, ROA 
b. Dependent Variable: ETR 
Sumber: Data yang diolah 2016 
Hasil regresi dengan program SPSS for windows 20 diperoleh nilai 
Durbin-Watson test sebesar 1,893. Hal ini berarti nilai DW berada di antara dU = 
1,7720 sampai dengan 4-dU = 2,228. Dengan demikian sampel observasi 81 dan 5 
variabel penjelas, nilai kritis Durbin-Watson pada tingkat signifikan 95% (α = 
0,05). Nilai Durbin-Watson 1,893 berada pada daerah tidak ada autokorelasi. 
3. Uji Heteroskedastisitas  
Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana variabel pengganggu tidak 
mempunyai varians yang sama. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 
terjadi penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antara satu 
observasi ke observasi lain. Pengujian terhadap heteroskedastisitas dilakukan plot 
residual yaitu dengan melihat sebaran residual untuk setiap pengamatan terhadap 
nilai prediksi Y. Jika diketemukan plot residual membentuk pola tertentu maka 
terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat 
ditunjukkan pada gambar berikut: 
 
 
 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Sumber : Hasil pengolahan data pada SPSS 
 
Berdasarkan gambar diatas terlihat data residual pada kedua model regresi 
menyebar baik diatas maupun dibawah titik 0 dan tidak membentuk pola tertentu. 
Dengan demikian model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak terjadi 
gejala heteroskedastisitas. 
Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas juga dapat 
dilakukan dengan menggunakan metode korelasi glejser. Uji ini dapat dilihat pada 
tabel 4.5 sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .596 .221  2.693 .009 
CSR -.174 .089 -.208 -1.949 .055 
SIZE -.015 .008 -.223 -1.813 .074 
LEVERA
GE 
.118 .071 .191 1.662 .101 
ROA -.208 .131 -.185 -1.591 .116 
FAMILY -.058 .047 -.134 -1.240 .219 
a. Dependent Variable: glejser 
Sumber: Hasil Olah Data 2016 
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa signifikansi semua variabel > 0,05 
maka dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas. 
4. Uji Multikolinearitas 
Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih 
variabel independen dinyatakan kombinasi linier variabel independen lainnya, 
atau variabel independen merupakan fungsi dari variabel independen lainnya 
(Gujarati, 1997:342). Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan 
Variance Inflation Factor (VIF). Pada tabel 4.6 dapat dilihat hasil uji 
multikolinearitas. 
 
 
 
 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Multikolinearitas 
                                            Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Toleranc
e 
VIF 
1 
(Constant)   
CSR .924 1.082 
SIZE .697 1.435 
LEVERAGE .803 1.245 
ROA .782 1.279 
FAMILY .909 1.100 
a. Dependent Variable: ETR 
Sumber: Data sekuder diolah 2016 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua variabel 
independen, yaitu pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran 
perusahaan (size), leverage, Return On Aset (ROA), kepemilikan keluarga 
memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. 
Artinya, tidak terdapat multikolinearitas, sehingga data baik digunakan dalam 
model regresi. 
 
4.2.3. Uji Ketepatan Model 
1. Pengujian Signifikan Simultan (Uji F) 
Uji F ini dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model yang layak atau tidak. Uji F digunakan untuk 
mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan 
adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut 
tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel 
independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Pada tabel dapat dilihat hasil dari uji F yang dilakukan. 
Tabel 4.7 
Pengujian Signifikan Simultan (Uji F) 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression .872 5 .174 5.930 .000
b
 
Residual 2.205 75 .029   
Total 3.077 80    
a. Dependent Variable: ETR 
b. Predictors: (Constant), FAMILY, SIZE, CSR, LEVERAGE, ROA 
Sumber: Data yang diolah 2016 
 
Dari hasil perhitungan yang diperoleh, nilai Fhitung sebesar 5,930 dengan 
signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%. Selanjutnya, membandingkan Fhitung 
dengan Ftabel. Dimana jika Fhitung > Ftabel maka secara simultan variabel-variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menggunakan α 
= 0,05, diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,34. 
Jadi, nilai Fhitung sebesar 5,930 dan Ftabel 2,34 artinya Fhitung > Ftabel (5,930 > 
2,34) atau nilai sigifikansi 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 
Dengan demikian semua variabel independen dalam penelitian ini yang berupa 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran perusahaan (size), 
leverage, Return On Aset (ROA), dan kepemilikan keluarga secara bersama-sama 
(simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. 
 
 
2. Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai determinasi 
ditentukan dengan nilai Adjusted R Square. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika 
hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel amat terbatas. 
Tetapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
variabel dependen. 
Tabel 4.8 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi 
 
Model Summary
b
 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .532
a
 .283 .236 .1714601 1.893 
a. Predictors: (Constant), FAMILY, SIZE, CSR, LEVERAGE, ROA 
b. Dependent Variable: ETR 
Sumber: Hasil data diolah 2016 
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R
2
 mencerminkan 
kemampuan variabel bebas menjelaskan variasi variabel terikat. Berdasarkan 
pengolahan menggunakan software windows SPSS 20 didapatkan nilai Adjusted 
R
2
 adalah 23,6%. Nilai ini menunjukkan bahwa 23,6% dari variasi nilai 
agresivitas pajak (ETR) yang dapat dijelaskan oleh nilai pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR), ukuran perusahaan (size), leverage, Return On Aset 
(ROA), dan kepemilikan keluarga, sedangkan sisanya sebesar 76,4% dijelaskan 
oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasuk dalam model regresi. 
 
4.2.4. Analisis Regresi Linier Berganda 
Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran perusahaan (size), leverage, 
Return On Aset (ROA), dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak 
(ETR) sebagai variabel dependen, maka dianalisis dengan regresi linier berganda. 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standar
dized 
Coeffici
ents 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolerance VIF 
1 
(Consta
nt) 
.445 .363 
 
1.228 .223 
  
CSR -.193 .147 -.134 -1.317 .192 .924 1.082 
SIZE .000 .014 -.003 -.029 .977 .697 1.435 
LEVER
AGE 
.125 .116 .117 1.072 .287 .803 1.245 
ROA -.803 .215 -.414 -3.741 .000 .782 1.279 
FAMIL
Y 
-.204 .076 -.274 -2.669 .009 .909 1.100 
a. Dependent Variable: ETR 
Sumber: Data diolah 2016 
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresinya: 
Y = α + β1 CSRIit + β2 SIZEit + β3 LEVit + β4 ROAit + β5 FAMILYit + e 
Y = 0,445 – 0,193 CSRIit + 0,000 SIZEit + 0,125 LEVit – 0,803 ROAit – 0,204 
FAMILYit + e 
Dari persamaan regresi yang telah disusun diatas, dapat diinterpretasikan 
sebagai berikut: 
1. Nilai β0 atau konstanta sebesar 0,445 menunjukkan bahwa apabila variabel 
independen bernilai nol (0) atau ditiadakan, maka agresivitas pajak (ETR) 
adalah sebesar 0,445. 
2. Koefisien pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar -
0,193 menunjukkan bahwa setiap penambahan pengungkapan Corporate 
Social Responsibility sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh penurunan 
nilai agresivitas pajak (ETR) sebesar 0,193. 
3. Koefisien ukuran perusahaan (size) sebesar 0,000 menunjukkan bahwa setiap 
penambahan ukuran perusahaan (size) sebesar satu satuan, maka akan diikuti 
oleh kenaikan nilai agresivitas pajak (ETR) sebesar 0,000. 
4. Koefisien leverage sebesar 0,125 menunjukkan bahwa setiap penambahan 
leverage sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh kenaikan nilai 
agresivitas pajak (ETR) sebesar 0,125. 
5. Koefisien Return On Aset (ROA) sebesar -0,803 menunjukkan bahwa setiap 
penambahan Return On Aset (ROA) sebesar satu satuan, maka akan diikuti 
oleh penurunan nilai agresivitas pajak (ETR) sebesar 0,803. 
6. Koefisien kepemilikan keluarga sebesar -0,204 menunjukkan bahwa setiap 
penambahan kepemilikan keluarga sebesar satu satuan, maka akan diikuti 
oleh penurunan nilai agresivitas pajak (ETR) sebesar 0,204. 
 
 
4.2.5. Uji t (Uji Regresi Secara Parsial atau Uji Hipotesis) 
Uji t berfungsi untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel 
independen yaitu pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran 
perusahaan (size), leverage, Return On Aset (ROA), dan kepemilikan keluarga 
terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Derajat yang digunakan 
adalah 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari derajat kepercayaan maka 
kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel 
independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji t dapat 
dilihat pada ditabel dibawah ini: 
Tabel 4.10 
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standar
dized 
Coeffici
ents 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolerance VIF 
1 
(Consta
nt) 
.445 .363 
 
1.228 .223 
  
CSR -.193 .147 -.134 -1.317 .192 .924 1.082 
SIZE .000 .014 -.003 -.029 .977 .697 1.435 
LEVER
AGE 
.125 .116 .117 1.072 .287 .803 1.245 
ROA -.803 .215 -.414 -3.741 .000 .782 1.279 
FAMIL
Y 
-.204 .076 -.274 -2.669 .009 .909 1.100 
a. Dependent Variable: ETR 
Sumber : Data yang diolah 2016 
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui pada persamaan pertama 
diperoleh nilai t (t-hitung) dalam regresi menunjukkan pengaruh variabel 
independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil regresi diketahui 
bahwa besarnya nilai thitung variabel pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) adalah 1,317 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan tingkat 
keyakinan 95% atau (α : 0,05) adalah 1,992 karena thitung < ttabel, dan  tingkat 
signifikansi 0,192 > 0,05 maka H1 ditolak, yang berarti pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 
pajak (ETR). 
Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel ukuran 
perusahaan (size) adalah 0,029 sedangkan besarnya nilat ttabel dengan tingkat 
keyakinan 95% atau (α : 0,05) adalah 1,992 karena thitung < ttabel dan tingkat 
signifikan 0,977 > 0,05 maka H2 ditolak, yang berarti ukuran perusahaan (size) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR). 
Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel leverage 
adalah 1,072 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan tingkat keyakinan 95% atau (α 
: 0,05) adalah 1,992 karena thitung < ttabel dan tingkat signifikansi 0,287 > 0,05 
maka H3 ditolak, yang berarti leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 
agresivitas pajak (ETR).  
Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel Return On 
Aset (ROA) adalah 3,741 sedangkan besarnya nilai ttabel dngan tingkat keyakinan 
95% atau  (α : 0,05) adalah 1,992 karena thitung > ttabel atau tingkat signifikansi 
0,000 < 0,05 maka H4 diterima, yang berarti Return On Aset (ROA) berpengaruh 
signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR). 
Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel kepemilikan 
keluarga adalah 2,669 sedangkan besarnya nilai ttabel dngan tingkat keyakinan 
95% atau  (α : 0,05) adalah 1,992 karena thitung > ttabel atau tingkat signifikansi 
0,009 < 0,05 maka H5 diterima, yang berarti kepemilikan keluarga berpengaruh 
signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR). 
 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 
Tabel 4.11 
Hasil Pengujian Hipotesis 
 
No. Hipotesis Hasil Diterima/Ditolak 
H1 Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
agresivitas pajak (ETR). 
Nilai t = 1,317 
dengan sebesar 
sig 0,192 > 0,05 
Ditolak 
 
H2 Ukuran perusahaan (size) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
agresivitas pajak (ETR). 
Nilat t = 0,029 
dengan sebesar 
sig 0,977 > 0,05 
Ditolak 
H3 Leverage tidak berpengaruh 
signifikan terhadap agresivitas 
pajak (ETR). 
Nilai t = 1,072 
dengan sebesar 
sig 0,287 > 0,05 
Ditolak 
H4 Return On Aset (ROA) 
berpengaruh signifikan terhadap 
agresivitas pajak (ETR). 
Nilai t = 3,741 
dengan sebesar 
sig 0,000 < 0,05 
Diterima 
H5 Kepemilikan keluarga 
berpengaruh signifikan terhadap 
agresivitas pajak (ETR). 
Nilai t = 2,669 
dengan sebesar 
sig 0,009 < 0,05 
Diterima 
Sumber: Data yang diolah 2016 
1. Hipotesis Pertama 
Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak 
(ETR). Dari tabel 4.11 diperoleh thitung sebesar -1,317 dan nilai ttabel sebesar 1,992. 
Nilai signifikansinya adalah 0,192 yang artinya bahwa variabel pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
agresivitas pajak (ETR). Dapat diartikan bahwa apabila nilai pengungkapan CSR 
besar, maka belum tentu perusahaan akan semakin tidak agresif. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Jessica dan Toly (2014) yang menyatakan bahwa kegiatan CSR perusahaan tidak 
mempengaruhi perusahaan agar perusahaan membayarkan beban pajak 
perusahaan lebih kecil. 
Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Lanis dan Richardson (2011) dan Ratmono (2015) yang menyatakan bahwa 
pengungkapan CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas 
pajak. Yang menunjukkan bahwa semakin tinggi level kegiatan CSR yang 
dilakukan perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. 
Perbedaan ini dapat dikarenakan perbedaan item pengungkapan dimana 
item pengungkapan dalam penelitian Lanis dan Richardson (2011) serta Ratmono 
dan Sagala (2015) adalah pengungkapan menurut standar luar negeri yaitu GRI, 
sedangkan item pengungkapan CSR yang sesuai dengan kondisi di Indonesia 
adalah menurut BAPEPAM. Terlebih lagi berdasarkan kondisi di Indonesia 
pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan masih bersifat umum dan 
belum rinci. 
Indonesia pada awal pelaksanaan CSR masih bersifat sukarela namun 
sekarang menjadi sesuatu yang wajib yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 
Tentang Perseroan Terbatas. Dengan diwajibkannya kegiatan CSR di Indonesia 
menyebabkan pengungkapan CSR oleh setiap perusahaan tidak terdapat variasi 
yang mencolok karena setiap perusahaan melakukan CSR yang hampir sama. 
Dalam penelitian ini, peneliti mengamati pengungkapan CSR yang 
dilakukan setiap perusahaan dalam laporan tahunannya dan menemukan bahwa 
pengungkapan CSR yang dilakukan oleh setiap perusahaan hampir sama setiap 
tahunnya. 
2. Hipotesis Kedua 
Hipotesis kedua adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh ukuran 
perusahaan (size) terhadap agresivitas pajak (ETR). Dari tabel 4.11 diperoleh 
thitung sebesar -0,029 dan nilai ttabel 1,992. Nilai signifikannya adalah 0,977 yang 
artinya bahwa variabel ukuran perusahaan (size) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap agresivitas pajak (ETR). 
Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Hadi dan Mangoting (2014) serta Ratmono dan Sagala (2015) yang menyatakan 
bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rumit dan kompleks 
transaksi yang ada didalam perusahaan. Sehingga perusahaan dapat 
memanfaatkan banyak celah yang ada untuk meminimalkan ETR mereka. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Jessica dan Toly (2014) serta Cahyono, et al (2016) yang menyatakan bahwa 
ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.  
Perusahaan yang besar mampu menggunakan sumber daya yang 
dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Namun 
perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk 
melakukan perencanaan pajak, karena adanya batasan berupa kemungkinan 
menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator. 
Menurut Handayani (2013) ada dua kerugian dari tindakan agresivitas 
pajak yaitu kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi atau pinalti dari fiskus 
pajak dan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak yang 
menyebabkan turunnya harga saham perusahaan. 
Hidayati dan Murni (2009) dalam Yoehana (2013) menyatakan bahwa 
untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan 
sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, 
pemerintah maupun masyarakat sekitar. 
Legitimasi membuat perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak 
diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Perusahaan yang 
melakukan berbagai upaya yang termasuk dalam kategori agresivitas pajak dapat 
menyebabkan citra negatif dimata masyarakat. 
3. Hipotesis Ketiga 
Hipotesis ketiga adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh leverage 
terhadap agresivitas pajak (ETR). Dari tabel 4.11 diperoleh thitung sebesar 1,072 
dan nilai ttabel sebesar 1,992. Nilai signifikansinya adalah 0,287 yang artinya 
bahwa variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak 
(ETR). 
Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Jessica dan Toly (2014) serta Richarson dan Lanis (2012) yang menyatakan 
bahwa leverage berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. 
Richarson dan Lanis (2012) menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi 
besarnya beban pajak, sehingga semakin tinggi tingkat leverage akan 
menyebabkan Effective Tax Rate (ETR) menjadi lebih kecil. 
Dalam penelitian ini tingkat leverage yang tinggi tidak selalu 
menyebabkan tingkat ETR menjadi lebih kecil. Sehingga dapat dikatakan 
leverage tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangoting (2014) dan 
Wijayanti et al (2016) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh 
terhadap agresivitas pajak. 
Hadi dan Mangoting (2014) mengatakan bahwa leverage tidak 
mempengaruhi agresivitas pajak karena hutang yang tinggi akan menyebabkan 
perusahaan menghadapi risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban membayar 
hutang. 
Hal ini dimungkinkan peningkatan biaya bunga diikuti dengan 
peningkatan biaya pajak, dimana perusahaan menggunakan hutang yang diperoleh 
untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan diluar usaha 
perusahaan dan membuat laba yang diperoleh perusahaan naik dan mempengaruhi 
kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. 
4. Hipotesis Keempat 
Hipotesis keempat adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari 
Return On Aset (ROA) terhadap agresivitas pajak (ETR). Dari tabel 4.11 diperoleh 
thitung sebesar -3,741 dan nilai ttabel sebesar 1,992. Nilai signifikansinya adalah 
0,000 yang artinya bahwa variabel Return On Aset (ROA) berpengaruh signifikan 
terhadap agresivitas pajak (ETR). 
Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan 
sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai 
ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi 
akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang 
diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai 
dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan 
tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016: 
1590). 
Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan 
Setiawan (2016) serta Cahyono, et al (2016). Namun berbanding terbalik dengan 
hasil penelitian Hadi dan Mangoting (2014) serta Jessica dan Toly (2014) yang 
mengatakan bahwa Return On Aset tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap agresivitas pajak. 
 
 
5. Hipotesis Kelima 
Hipotesis kelima adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari 
kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak (ETR). Dari tabel 4.11 diperoleh 
thitung sebesar -2,669 dan nilai ttabel sebesar 1,992. Nilai signifikansinya adalah 
0,009 yang artinya bahwa variabel kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan 
terhadap agresivitas pajak (ETR). 
Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelian Utami dan 
Setiawan (2015) yang mengatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Namun penelitian ini 
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Chen, et al (2010) serta Sari dan 
Martani (2010). 
Hasil penelitian Chen, et al (2010) menunjukkan bahwa ternyata tingkat 
keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-
keluarga. Hal ini terjadi karena diduga family owners lebih rela membayar pajak 
lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan 
rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran perusahaan (size), leverage, 
Return On Aset (ROA), dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
tahun 2013-2015. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka peneliti 
akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil uji t variabel  pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) dengan tingkat signifikansi 0,192 > 0,05, jadi secara 
parsial variabel pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 
2. Berdasarkan hasil uji t variabel ukuran perusahaan (size) dengan tingkat 
signifikansi 0,977 > 0,05, jadi secara parsial variabel ukuran perusahaan 
(size) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 
3. Berdasarkan hasil uji t variabel leverage dengan tingkat signifikansi 0,287 > 
0,05, jadi secara parsial variabel leverage tidak berpengaruh signifikan 
terhadap agresivitas pajak. 
4. Berdasarkan hasil uji t variabel Return On Aset (ROA) dengan tingkat 
signifikansi 0,000 < 0,05, jadi secara parsial variabel Return On Aset (ROA) 
berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 
5. Berdasarkan hasil uji t variabel kepemilikan keluarga dengan tingkat 
signifikansi 0,009 < 0,05, jadi secara parsial variabel kepemilikan keluarga 
berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti mengalami keterbatasan yang menghambat 
hasil penelitian agar sesuai dengan hipotesis yang diajukan, sehingga dapat 
menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya. Keterbatasan tersebut, 
antara lain: 
1. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2015. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas perusahaan dalam penelitian ini 
adalah Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran 
perusahaan (size), leverage, Return On Aset (ROA) dan kepemilikan keluarga. 
3. Penulis hanya menggunakan proksi ETR (Effective Tax Rate) untuk 
mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan. 
 
5.3. Saran-saran 
Terikat dengan keterbatasan penelitian yang sudah disebutkan 
sebelumnya, berikut adalah beberapa saran untuk penelitian selanjutnya: 
1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan dapat 
menambahkan atau mengganti variabel lain seperti Good Corporate 
Governance, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial. Penelitian 
selanjutnya juga bisa mengganti obyek penelitian yang berbeda. 
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya untuk variabel CSR, penggunaan item 
pengukur yang lebih banyak dan detail, misalnya dengan mengadopsi GRI 
versi 4 agar hasil lebih akurat dan relevan, serta menggunakan proksi lain 
untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan 
3. Bagi manajemen perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan setiap tindakan 
yang akan dilakukan serta risiko yang akan ditanggung terkait dengan 
kewajiban beban pajaknya. 
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